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Pasal 72 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta: ‘ H U KU M LI N G KU N GAN

(1) Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana

‘ o
dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan |
pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling

sedikit Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh)
tahun dan/atau denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). P A RA P E M ALAS

(2) Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan atau menjual
kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak
Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan penjara paling lama
5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta
rupiah).

(3) Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak memperbanyak penggunaan untuk
kepentingan komersial suatu Program Komputer dipidana dengan pidana penjara |
paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyai Rp500.000.000,00 (lima
ratus juta rupiah). |

(4) Barangsiapa dengan sengaja melanggar Pasal 17 dipidana dengan pidana penjara
paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu
miliar rupiah). “

(5) Barangsiapa dengan sengaja melanggar Pasal 19, Pasal 20, atau Pasal 29 ayat (3)

dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling

banyak Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).

Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melanggar Pasal 24 atau Pasal 55

dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling

banyak Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).

(7) Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melanggar Pasal 25 dipidana
dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak
Rp?50.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).

(8) Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melanggar Pasal 27 dipidana

dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak

Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah;.

Barangsiapa dengan sengaja melanggar Pasal 26 dipidana dengan pidana penjara

paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.500.000.000,00 (satu

L miliar lima ratus juta rupiah).
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Mengantar:
Bukan untuk Bermalasan

ALHAMDULILLAH. Itulah ucap teologis yang pertama meluncur dalam
benak ruhani atas selesainya buku ini. Hanya karena karunia dan rahmat-
Nya manusia memiliki kapasitas untuk melakukan segala hal dalam
kerangka takdir-Nya. Tuhan sangat bersungguh-sungguh dengan kuasa-
Nya dan memiliki otoritas paling menentukan dalam menggiring kehidupan
dalam segala dimensinya. Saya menjadi sedikit atau sangat mengerti bahwa
dalam tata kehidupan ini manusia tidak memiliki kedaulatan apapun,
apalagi soal hak asasi manusia yang kini ramai diperjuangkan di rana selisih
kata yang disebut HAM. HAM bukan ketertundukan tetapi kepongan untuk
menunjuk diri memiliki dan tidak dalam kapasitas merawatnya dengan
menghatur terima kasih.

Bagaimana manusia merasa berdaulat dan berhak asasi dikala dalam
kehidupannya tidak mampu mengontrol segala sesuatunya kecuali dengan
Kuasa-Nya. Ini bukan berarti terjadi fatalisme untuk melakukan dedikasi
kehayatan pada semua lininya. Pemahaman ini untuk meneguhkan bahwa
apa yang saya lakukan semata-mata dalam perjalanan yang 'digariskan-
Nya. Dan ketundukan serta kepasrahan atas segala hal dalam Kerajaan-Nya
adalah jalan hidup yang tengah saya alami. Tuhan mempersilahkan kita
terus berkarya dan berikhtiar secara tepat tanpa bermalas-malasan dalam
menjalankan peran penyebaran berita-berita yang Tuhan telah ciptakan.
Hidup harus bekerja dengan tepat dan bukan kisah pilu untuk melamunkan
kemalasan. Melamunlah dengan kerja keras sebagai wujud terima kasih
kepada Tuhan. Itulah titik singgung tertinggi yang hendak dan terus manusia
musti raih. Hidup dalam pemahaman titik kosmos Tuhan dan semua itu
kembali atas kehendak-Nva. Tuhan telah memperjalankan hambanya dan
mengkaryakan siapa saja ciptaan-Nya dan biarlah Tuhan sendiri yang
menilainya atas semua pekerjaan itu. Intinya jangan pernah bermalas-
malasan terutama dalam menjalankan dan menegakkan hukum lingkungan
(environmental law alias milieurecht). Hukum ini menyediakan perangkat asas,
norma dan aturan untuk menata perikehidupan dalam relasi ekologis yang



bernilai teologis dan berorientasi humanisme serta berpijak pada tonggak
nasionalisme yang disusun secara demokratis bagi kepentingan keadilan
sosial.

Atas konsepsi dan persepsi hukum lingkungan dengan kaedah
ketuhanan demikianlah, saya melangkah untuk menapaki karier akademik di
Universitas Airlangga yang amat saya banggakan. Kebanggaan pada kampus
ini bukan saja karena mendapatkan banyak ilmu dan memberangkatkannya
dalam pengabdian kepada kepentingan ketuhanan, kemanusiaan dan
lingkungan dari jejak Universitas Airlangga untuk Indonesia, tetapi juga
karena Kanjeng Gusti Prabu Airlangga yang bergelar Sri Maharaja Rakai Halu
Sri Lokeswara Dharmawansa Airlangga Anantawikramattunggadewa pada abad ke-
10-11 telah banyak mengajarkan bagaimana membangun negaranya untuk
berkembang dalam kerangka pembangunan berwawasan teologis-humanis-
ekologis. Saya menjadi sangat bersemangat atas kemampuan dan daya kerja
Prabu Airlangga. Petilasan-petilasan dan rute alur air yang dilindunginya
dalam pemahaman sumber mata air harus dikemas dalam dunia alam
yang semestinya, maka lahirnya situs ekologis nan historis yang amat
bernilai religius (meski terkadang dinilai sebagai mistis) di puncak Gunung
Penanggungan. Keberadaan situs ekologis simber mata air Jolotundo adalah
simbol bahwa Prabu Airlangga benar-benar sangat memahami arti penting
penataan tata pemerintahan yang bervisi ekologis. Kontekstualitas ide dasar
Kanjeng Gusti Prabu Airlangga kemudiaan mengelana dengan membangun
saluran irigasi sekaligius ekpedisi pembangunan kerajaan sampai pada
tingkatan membuat Kali Brantas dalam segala tataranya. Sumber mata air dan
saluran perairan diperhatikan agar cawah dan gunung-gunung ada dalam
satu rangkaian ekosistem alamiah. Pemahaman ini sekarang dapat dibaca
sebagai tata kelola lingkungan yang berbasis ekoregion. Tentu saja makna
lingkungan yang dikembangkan dan terus dipelihara oleh pemerintahan
Prabu Airlangga perlu banyak digali dan dipelajari untuk kepentingan
menata Indonesia ke depan yang lebih baik. Empu Sindok sebelumnya telah
meletakkan dasar-dasar Ekologis ini di era Kerajaan Kahuripan.

Apa yang dilakukan Prabu Airlangga sudah semestinya mendapat
perhatian khusus dari semua generasi di Kampus Universitas yang
menyandang nama besarnya, Universitas Airlangga. Dengan segala
kemampuan, saya selalu berupaya untuk mendalami aspek ekologis dari
sistem pemerintahan Prabu Airlangga itu dalam pergerakan waktu yang
musti dapat dilekatkan pada titik koordinat kosmologisnya. Apa yang terjadi
dengan lambang kerajaan dengan Garuda yang memanggul Guci bermuatan
Air Amrta, pastilah bukan sekadar perlambang tanpa makna yang tidak
berdaya jangkau jauh ke depan. Air kehidupan menjelma secara asasi menjadi

tonggak kahuripan yang menandakan ada dimensi hidup dalam setiap upaya
pemerintahan yang dianggitkan. Prabu Airlangga memberi teladan besar
yang kini masih sedikit tergali tetapi telah menginspirasi saya secara pribadi
untuk terus mengerti manajemen lingkungan yang diprogramkannya.

Kalaulah kini ada pewarnaan hukum lingkungan dalam konteks
pembangunan berkelanjutan alias sustainable develepment yang bersendikan
rangkaian keseimbangan antara kepentingan ekonomi, sosial dan lingkungan
secara integral, pastilah hal ini juga bukan semata-mata dari dunia modern
yang terputus dari mata rantai sejarahnya. Pembangunan berkelanjutan
memang memadukan ketiga pilar itu untuk menata kehidupan yang memiliki
harmonisitas dalam keseimbangan. Hal ini juga semakin mengentalkan dan
membenarkan mengenai pernyataan Tuhan bahwa alam semesta ini dicipta
dalam titik keseimbangan yang sempurna. Manusia bahkan ditantang
untuk terus menggeliatkan pemikiran argumentatifnya: apakah manusia
menemukan ada ketidakseimbangannya dalam setiap karya agung Tuhan?
Di sinilah kita menjadi semakin mengerti arti posisi pencipta dan tercipta.
Pencipta pasti lebih unggul segalanya dari yang tercipta. Oleh karena
manusia itu tercipta maka pastilah memiliki kemampuan yang hanya sangat
kecil dari kompleksitas kemampuan pencipta. Dan melakukan pembangunan
berkelanjutan yang mampu memadukan kepentingan ekonomi-ekologi-
sosial adalah bagian kecil dari wujud pengabdian atas kehendak-Nya. Ini
adalah performa menspiritualitas setiap langkah agar pada jejak tindakan
manusia tidak semata-mata diukur dalam parameter kapitalistis yang luput
dari otoritas teologis. Untuk itulah adalah anugrah apabila kita selalu dapat
bekerja dan memelihara keseimbangan alam semesta untuk kemudian
membiarkan Tuhan untuk menentukan langkah yang telah kita tempuh
untuk melakukan evaluasinya. Sungguh sangat beruntung untuk posisi
ketuhanan yang semacam itu. Apa yang saya lakukan ini hanyalah untuk
membuktikan bahwa evaluasi duniawi dan ukhrowinya akan saya serahkan
kepada-Nya. Pelaksanaan pembangunan berkelanjutan apakah sesuai dengan
konsepsi aslinya atau terjadi penyimpangan, itulah tugas manusia untuk
melakukan jalan kekhalifahannya yang paripurna. Apakah Negara Kesatuan
Republik Indonesia (NKRI) telah menjalankan tata kelola lingkungan yang
mampu menseimbangkan kepentingan ekologis-ekonomis-sosial dalam
hentakan atau tarikan nafas yang sama, sangatlah tergantung pada kebijakan
pemerintahnya (public policy).

Dalam buku ini pembaca akan menemukan bahwa apa yang terpapar
bukanlah wujud pelaksanaan (implementation) dan penegakan hukum
lingkungan (environmental law enforcement) pada tataran pembangunan
berkelanjutan itu secara sejati. Dari berbagai kasus lingkungan yang
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terpotret tampak bahwa itu wujud merendahkan martabat hukum
lingkungan, serta tidak peduli dengan pelaksanzan dan penegakan hukum
lingkungan pada rumpun pembangunan berkelanjutan. Atau mungkin
pembangunan berkelanjutan dengan hukum lingkungannya memang
tidak dilaksanakan dan tepatnya belum dapat berjalan dengan baik. Bukan
hanya soal kelembagaan atau kelengkapan perangkat NKRI, melainkan juga
bobot kualitas kemanusiaannya juga yang konon masih kurang gairah kerja
(tentu bagi si pemalas). Meski demikian bukan berarti NKRI akan menjadi
negara gagal secara ekologis. NKRI harus belajar dan kita semua menjadi
penyanggarya akan terus ulet berbuat untuk kebaikan NKRI. Apa yang
tercatum dalam buku ini adalah bukti bahwa yang terurai di dalam buku ini
menjadi pelajaran atas kemampuan yang belum furgsional di NKRI dalam
menata kehayatan kenegaraannya. Dengan demikian, kemalasan tidak boleh
menghuni dan sumrambah di setiap jengkal Negara Kesatuan Republik
Indonesia. Rakyat Indonesia tidak boleh bermalas-malasan atau hanya rajin
berdemo yang anarkhis saja, tetapi harus bekerja keras secara cerdas dengan
tuntunan kenabian dan risalah para rasul. Meski judul buku ini mengusung
adanya para pemalas, hendaknya itu menjadi lecutan dan bukan cacian
untuk menggeliatkan energi membangun NKRI. Partisipasi rakyat dalarm
membangun NKRI secara total harus dibuktikan bahwa setiap warga NKRI
mau bekerja tanpa pernah lelah karena setiap benih kebaikan pekerjaan itu
adalah kemuliaan yang selalu diperhitungkan Tuhan.

Kini kita akan melangkah bersama menata keseimbangan tata kosmos
semesta dengan bekerja yang diperjalankan Tuhan. Ini saya tekankan
karena secara yuridis juga diakui oleh NKRI. Setiap Undang-undang di
Indonesia itu selalu membawa-bawa bahkan dilandasi dengan fondasi utama
kata Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa, termasuk Undang-undeng No. 32
Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Undang-
undang ini penting, bukan karena saya sendiri adalah Tim Perumusnya,
melainkan secara normatif telah memberikan ruang upaya perlindungan
lingkungan secara yuridis yang amat sangat argumentatif. Tentu saja kritik
dan kelemahan selalu dapat diketemukan, dan senyampang karena itulah
memang Hukum Lingkungan akan selalu berkembang. Prinsip-prinsip
pengelolaan lingkungan yang telah lama diajarkan di bangku-bangku
kuliah acapkali dituangkan dalam formulasi Undang-undang tersebut
secara terang. Semoga ini mendorong agar dunia kampus tidak pernah
berhenti mengawal perjalanan Undang-undang dimaksud dalam konstatasi
implementasi serta penegakan hukumya di lapangan yang sangat empiris.
Koridor juang dan penegasan untuk konsisten pada aspek penegakan
hukum membutuhkan komitmen besar aparat hukum agar setiap norma
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hukum terjamin kehormatannya. Bacalah dengan serius Undang-undang
itu dan selalulah gali apa makna dari yang tertulis dan konstruksikan
dalam bangunan kasus nyata. Semoga itu menjadi pijakan kritikal untuk
tidak berhenti mencermatinya. Atas kepentingan itulah sengaja Undang-
undang itu dilampirkan dalam buku ini. Dengan membaca Undang-
undang yang merupakan salah satu wujud dari norma hukum lingkungan,
kita dapat menyaksikan betapa kehidupan hukum kita diamputasi secara
serapah. Hukum lingkungan ditelikung dengan terang tanpa rasa risih dan
malu. Kehidupan yang menistakan lingkungan adalah kehidupan yang
meremehkan hukum lingkungan yang secara prinsipal telah mendapat
tempat terhormat di Indonesia. Sebagai negara hukum, Indonesia dipastikan
selalu melandaskan diri dalam memberikan pengaturan tata lingkungan
secara yuridis. Hukum lingkunga bahkan telah menjadi mata kuliah wajib
yang tertata secara akademik dalam kurikulum yang memenuhi kebutuhan
untuk melestarikan keberadaan negara secara ekologis. Apabila kini hukum
lingkungan belum dapat dilaksanakan dan ditegakkan dengan baik, bukan
berart kita akan runtuh dan hukum kehilangan wibawanya, tetapi itu
wujud simbolik agar kita semakin rajin berbuat dan mengabdi bagi NKRI.
Penelikungan hukum adalah cermin pribadi yang mengabaikan kaedah
hidup yang patut, hanya sikap ketidakpatutan yang menelikung hukum
lingkungan dan itu hanya lahir dari sikap tindak yang tidak menghargai
dirinya sendiri.

Sebagaimana dilihat secara sederhana, buku ini bukanlah buku yang
ditulis secara sengaja sebagai buku ajar atau bacaan komprehensif yang
khusus ditulis untuk kepentingan akademik. Buku ini adalah (tepatnya
merupakan) wahana yang diposisikan' sebagai kumpulan gagasan,
pandangan dan sekilas respon saya pada berbagai permasalahan yang
muncul dalam keseharian pada waktu-waktu yang telah lalu. Ini adalah
kumpulan opini lepas yang menghiasi beragam media yang pernah
saya sampaikan. Hanya karena didorong oleh kebutuhan untuk selalu
mendokumuntasikan setiap serpihan pemikiran itu dalam himpunan yanrg
tertata, maka buku ini maujud seperti sekarang ini. Apalagi hal ini didukung
oleh banyak pengabdi lingkungan dan para akademisi serta lingkungan
terdekat dalam keluarga. Istri dan anak saya telah memberikan andil besar
dalam upaya mewujudkan buku ini sebagai bagian dari lintasan sejarah
bahwa suami dan ayahnya telah mempunyai pandangan semacam itu.
Semoga ini menjadi teladan baginya dan segala amal yang Tuhan berikan
kupersembahkan untuk orang tua saya dan semua guru-guru saya. Tuhan,
berkahi mereka semua dan agungkan hidupnya serta tinggikan derajatnya.
Selamat membaca. Alhamdulillah selesainya mengkompilasi pada saat 20 Mei
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sebagai tanggal Hari Kebangkitan Nasional. Paling tidak ini adalah spirit dan
penggugah untuk terus mau memberikan pengabdian bagi keberadaan NKRL
Bukan saatnya untuk bermalasan. Kerja produktif untuk memberi solusi
bagi kebaikan NKRI adalah jalan pengabdian yang niscaya dapat ditempuh
dengan penuh dedikasi oleh setiap pribadi. Terima kasihku kepada semua
Saudaraku yang telah memotivasi agar semua opini tertulis yang telah kubuat
untuk dihimpun dalam sebuah buku agar lebih memudahkan apabila dikala
senggang untuk membacanya. Terima kasih kepada Direktur Airlangga
University Press beserta semua staf yang sangat membantu dan tekun dalam
membenararahkan pengerjaan buku ini. Terima kasih yang tak terhingga
kepada Kepala Lembaga Pengkajian dan Pengembangan Penelitian Universitas
Airlangga yang telah memberikan pembiayaan penerbitan. Tuhan muliakan
mereka semua dalam perjalanan hidup pada Kuasa-Mu. Terima kasihku
kepada-Mu Tuhanku, dan aku selalu bersimpuh disetiap titik lembar semesta-
Mu, karena buku ini hadir diterbitkan disaat pula hambamu berulang tahun,
20 Oktober.

Surabaya, 20 Oktober 2012

Suparto Wijoyo

—y

Hidup Enjoy;
Dengan Seni Meng-alam-kan Alam

Perubahan ekologis sangat berpengaruh pada terjadinya Perubahan Perilaku
di kehidupan umat manusia. Apalagi rusaknya ekologis sangat cepat
membantu terjadinya kerusakan pada kehidupan umat manusia. Maksudnya,
Cara Berpikir seseorang sangat signifikan dengan terjadinya kelestarian
lingkungan, atau justru mengeksploitasi lingkungan hidup. Itulah sebabnya,
setiap manusia harus diberikan pencerahan, agar memiliki kesadaran yang
tinggi di dalam memberdayakan, menjaga, dan melestarikan lingkungan
hidup. Maka, semua yang ada di kehidupan umat manusia hendaknya
diberikan pemahaman bahwa agama, ilmu, dan saintek harus mendorong
kesadaran setiap manusia modern untuk memiliki sikap mental dan perilaku
yang ramah terhadap lingkungan hidup. k

Kita harus bersyukur di tengah-tengah krisis lingkungan hidup, baik
dari skala nasional maupun skala global. Allah ta'ala masih menakdirkan
bangsa Indonesia memiliki salah satu putera terbaiknya yang concern,
komitmen, dan konsisten dengan lingkungan hidup. Yang mana sikapnya itu
muncul karena terdapatnya motivasi kecerdasan keagamaan yang dimiliki
sebagai seorang mukmin-muslim. Sehingga lahir sikap mental dan perilaku
keberagamaan yang ramah dan sekaligus melakukan pembelaan terhadap
ekologis bangsa ini. Dia adalah seorang Guru Besar Luar Biasa Ma'’had TeeBe2
Indonesia; Suparto Wijoyo al-Hajj, yang juga dosen di Fakultas Hukum
Universitas Airlangga, Surabaya.

Buku yang ada dihadapan pembaca adalah salah satu dari sekian
banyak bukunya yang memberikan pencerahan, sekaligus pengetahuan
mengenai lingkungan hidup. Utamanya dari pendekatan hukum lingkungan
hidup. Harus diakui bahwa negara seolah tidak berdaya melakukan
sosialisasi terhadap rakyatnya, hingga menjadikan masyarakat bangsa
Indonesia "melek" dan sadar terhadap pelestarian lingkungan hidup.

Kerusakan dan perusakan yang dilakukan siapa pun atas lingkungan
hidup di Indonesia. Sah-sah saja untuk disebut orang yang lemah iman.
Sebab, seorang yang beriman kepada Allah taala pasti memiliki tingkat
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ketaatan yang sami'na wa atha'na terhadap perintah-perintah Tuhan dan rasul-
Nya. Sementara, di banyak kesempatan kalam Allah swt telah memberikan
informasi sampai penegasan, bahwa Allah taala tidak menyukai orang-
orang yang melakukan perusakan dan kerusakan di muka bumi. Begitu juga
dengan Rasulullah saw, banyak memberikan kecaman kepada para perusak
lingkungan hidup, mulai dari para pemburu sampai penebang pohon
(baca buku alfagir yang berjudul "Indahnya Perbedaan; Bening Hati Untuk
Indonesia, 2010, red).

Perlu diketahui, rusaknya ekosistem secara ekologis berarti sama saja
dengan "teror maut" bagi kehidupan umat manusia. Maka, seseorang atau
sekelompok mafia illegal logging, yang nyata-nyata melakukan perusakan
hutan. Mereka telah melakukan "teror maut" atas kehidupan umat manusia.
Pemerintah harus serius menangani teror tersebut. Tidak hanya itu, rusaknya
terumbu karang, pencemaran air (laut dan sungai, atau tambak, red),
pencemaran udara, dan pencemaran tanah. Semua itu sama halnya telah
melakukan "teror maut" dalam kehidupan umat manusia.

Yang menjadi pertanyaan, "Mungkinkah umat manusia survival tanpa
lingkungan hidup?”

Manusia yang akalnya waras pasti menghendaki hidup yang "enjoy".
Dan, salah satu cara supaya seseorang dapat hidup "enjoy" manakala memiliki
"seni" di dalam "Meng-alam-kan Alam". Tanpa adanya "seni” tersebut kiranya
sangat sulit untuk dapat memiliki dan merasakan hidup yang benar-benar
"enjoy".

Apalagi di era neoliberal seperti sekarang ini. Sangat sedikit menemukan
orang yang hidupnya benar-benar "enjoy". Salah satu sebab hidup tidak
"enjoy" karena dia tidak memiliki "seni" di dalam "Meng-alam-kan Alam".
Maka, sangat berbeda Cara Berpikir seseorang yang berada dalam kawasan
lingkungan hidup yang sehat dengan seseorang yang hidup di kawasan
lingkungan hidup yang tidak sehat.

Contoh kongkritnya, bisa kita saksikan perbedean mendasar pola hidup
masyarakat perkotaan dengan masyarakat pegunungan yang masih memiliki
kawasan hutan lindung.

Dari aspek kesehatan, kesejahteraan, dan kebehagiaan tentu sangat
jauh berbeda. Di mana masyarakat perkotaan sangat berkecenderungan
memaksimalkan penggunaan otak kiri. Sedangkan, masyarakat pegunungan
seperti yang alfaqir paparkan lebih cenderung menggunakan otak kanan. Di
sinilah agama yang diwahyukan Tuhan tersebut memiliki elan vital di dalam
mendorong penggunaan otak tengah. Sehingga antara otak karian dan otak
kiri sama-sama diberi asupan gizi dan suplemen yang dapat menjadikan
seseorang lebih bersifat arif, lembut, dan ramah terhadap lingkungan
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hidupnya. Yang mana itu ditandai dengan pelayanan yang bagus terhadap
sesama (good services). Yang semata didasarkan karena pengabdiannya kepada
Tuhan yang diyakini dan diimani.

Apabila dalam Prinsip Trianggulasi yang alfaqgir tawarkan, bahwa hidup
seorang Manusia Indonesia hendaknya komitmen dan konsisten dengan:
Meng-Allah-kan Allah; Me-manusia-kan Manusia; dan Meng-alam-kan Alam.
Maka, buku Cak Parto (demikian panggilan akrabnya, red) ini berusaha
memberikan pencerahan dan melakukan pembongkaran segenap kepalsuan
yang telah mengarah pada kemunafikan beberapa oknum dan lembaga, yang
derigan sengaja atau secara struktural telah ada yang melakukan perusakan
dan kerusakan terhadap lingkungan hidup.

Orang macam begitu, berarti dia telah gagal menjadi Manusia Indonesia.
Sebaly, salah satu ciri Manusia Indonesia sejak jaman es memiliki kepedulian
terhadap lingkungan hidup. Benar-benar mengamalkan "hablum minal ‘alam’".
Di mana mereka hidup dengan "seni" Meng-alam-kan Alam. Terbukti sangat
banyak kearifan lokal yang dimiliki bangsa Indonesia sebagai khazanah
budaya dan pemikiran yang adi luhung,

Contoh, orang Jawa dulu sering menasehati anak-anaknya, "Ojo nguyuh
ning ngisor wit gede mergo ono sing nunggu; jangan kencing di bawah pohon
besar karena ada yarig menjaga.” Ini wujud kearifan lokal tidak ada niat lain.
Sehingga pchon-pohon besar terselamatkan dari perusakan dan kerusakan.

Silahkan bandingkan dengan orang sekarang. Konon disebut orang
modern ternyata tidak memiliki semangat kearifan lokal. Dengan enteng
dikatakan, "Ah, jangan percaya itu perbuatan syirik!"

Apa yang terjadi? Semua pohon dibabat habis. Manusia serakah
tidak lagi "takut". Sebaliknya, dengan "semangat tauhid" justru melakukan
perusakan hutan. Ttulah salah satu analisa alfaqir mengapa hutan di negeri
ini rusak. Karena agama tidak lagi didesain guna melahirkan Cara Berpikir
yang benar, sehingga imannya melahirkan Cara Berpikir yang: Teologis;
Humanis; dan Ekologis (THE).

Akibatnya sangat mengerikan. Di mana orang yang mengaku beragama
ternyata secara terang-terangan dialah yang paling awal melakukan
perusakan dan kerusakan atas lingkungan hidup. Tulisan dalam buku ini
tidak untuk mencari siapa yang salah. Tetapi dengan keterangan-keterangan
yang nyata dan didukung dengan data-data yang valid, mengajak para
pembaca, pemerhati lingkungan, dan para pegiat lingkungan hidup untuk
terus secara istigamah dan mudawamah melakukan pengawalan terhadap
lingkungan hidup dengan cara melestarikannya.

Sekaranglah saat yang tepat setelah membaca buku ini segera lakukan
Perubahan Perilaku (Behavior Transformatior). Guna memiliki sikap mental
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dan perilaku ekologis. Sebagai perwujudan dari implementasi THE (Teologis;
Humanis; dan Ekologis, red) dalam kehidupan sehari-hari masyarakat
Indonesia. Konon dikatakan sebagai masyarakat yang relijius. Segera
buktikan itu!

Tingkat relijiusitas seseorang sekarang harus diukur salah satunya
dengan ghirah ekologis yang dimiliki. Termasuk di dalam memilih: pemimpin,
rektor, partnership, termasuk menantu sekalipun.

Tidak saja tingkat relijiusitasnya, tetapi pendidikan, keilmuan, sosial,
dan budaya Manusia Indonesia mulai saat ini harus diukur dari ghirah ekologis
yang dimiliki. Dalam penerimaan pegawai, taruna, karyawan pun harus
diutamakan yang memiliki ghirah ekologis. Pokoknya ghirah ekologis harus
menjadi nafas kehidupan segenap Manusia Indonesia modern ke depan

Ya Rabb, terimalah amalan saudaraku yang ikhlas ini sebagai jariah
kelak di akherat. Semoga penulisnya ilmunya bermanfaat, begitu juga dengan
siapa pun yang mempelajari buku ini. Pergolakan yang terjadi dalam benak
dan diri Anda, semoga mendorong untuk segera memiliki ghirah ekologis di
kehidupan sehari-hari; amin.

Akhirnya, selamat membaca! [ ]
MTI Surabaya, 20 Mei 2012

Miftahul Luthfi Muhammad al-Mutawakkil
Pelayan di nDalem Kasepuhan MTI Surabaya
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Trans Jawa dan Problematika
Lingkungan

1. TRANS-JAWA SEBAGAI ANOMALI?

JAWA menjadi jalan raya. Jawa akan menjadi bentangan tol terpanjang di
Asia? Jawa akan menjadi bantaran raya perlalulintasan? Jawa akan dijadikan
sabuk beton peradaban? Jawa ada dalam kepungan investor yang tengah
berubah wajah menjadi predator? Jawa dalam kegamangan menyapa masa
depannya dengan padatnya penduduk dan sempitnya lahan? Jawa akan
menjadi gurita kering tanpa makna? Begitu celoteh banyak pakar dan orang-
orang pinter yang terbaca dalam beragam pandangan. Rencana pemerintah
untuk membuat jalan bebas hambatan di sepanjang tanah Jawa adalah
berita yang memang menyedot perhatian publik. Para ekonom dan politisi
berkomentar. Para akademisi dan agamawan sibuk mencari dalil penolakan.
Para perencana dan penanam modal lebih asyik lagi untuk menguatkan
pendapatnya mengingat pendapatan mereka memang ditentukan oleh
keberhasilan menggolkan program. Jalan tol dibangun dengan argumentasi
sederhana untuk mengatasi kemacetan dan dalam rangka membuka
kesempatan kerja. Padahal asal-usul yang sibuk melatarinya adalah hendak
menghidupkan konglemerasi wilayah publik ke dalam ranah privat atas
nama penanaman modal. Jalan tol yang meski di Jakarta tidak pernah
bebas hambatan hendak diteguhkan untuk mengatasi kepadatan lalu lintas
Pulau Jawa. Pulau yang satu ini memang seksi sekali dan memiliki titik-
titik gairah yang menarik syahwat para pemilik duit dan kekuasaan ekonomi.
Penguasa dengan segala kewenangannya pada akhirnya tergiur pula untuk
melakukan pemasaran ide dan cita-cita untuk membangun jalur kendaraan
cepat yang mampu dengan mudah mentransformasi barang, jasa dan orang
dalam kilatan waktu yang singkat. Semua pihak memang menyadari bahwa
Pulau Jawa saat ini sudahlah sesak bagi banyak penduduk. Ilmu demografi
dan geografi seakan mandek dalam telungkup Pulau Jawa. Penduduk terus
berdesakan dan kebutuhan infrastruktur rumah maupun jalanan semakin
kurang dengan beragam kebutuhan warganya. Pulau Jawa penuh sesak




meski tidak sampai menggeleparkan pemiliknya. Tanah Jawa yang dianggép
subur dan mampu menghantarkan penghuninya untuk makmur meski diiri
oleh sebagian orang yang tidak terima dengan kemakmuran yang dijanjikan
Jawa. Pulau Jawa menawarkan banyak harapan keagungan sosial, budaya,
ekonomi maupuan ekologi. Ya dalam takaran dan tataran lingkungan
tentu saja niatan itu perlu dilirik dan ditatap dalam sorot mata yang tajam.
Benarkah dengan pembangunan Jalan Tol yang umum dinamakan trans-
Jawa itu akan membahayakan Jawa?

Banyak argumentasi selayaknya dapat digelar dengan tikar berpanjang-
panjang. Jalan tol yang rencananya dibangun memang belajar dari Cina
dapat memberi manfaat besar bagi pergulatan ekonomi kawasan. Dengan
pembebasan lahan maka uang yang terbilang fresh-money akan menyembul
di lapangan Pulau Jawa. Uang segar akan segera mengalir ke tangan banyak
penduduk yang lahannya dibebaskan dan ekonomi akan bergulir begitu
cepatnya. Daya beli masyarakat dipastikan akan meningkat tajarn. Belanja
barang dan jasa akan menyertai proyek pembebasan lahan dan roda ekonomi
akan berputar kencang sebagaimana yang ada di Cina sewaktu melakukan
pembangunan jalan tolnya yang begitu panjang dan menggiurkan para
pemodal. Jalan tol menjadi ideologi ekonomi yang kuat. Pembebasan lahan
akan menyalurkan uang dengan terang akan pasti adanya. Masyarakat yang
memiliki uang berbendel-bendel akan segera membelanjakan kebutuhan
hidupnya. Impian untuk mempunyai mobil atau kendaraan lainnya akan
cepat tersebar bak virus yang ganas kaliwat-liwat. Maka penyakit demam
berkendara akan mewarnai jalanan tol yang terbentang di bekas lahan
mereka. Penguatan ekonomi lokal juga akan terjadi sebab pembangunan
jalan tol akan membawa penyerapan teraga kerja. Di tengah-tengah gejolak
krisis ekonomi global yang semakin ngegombal ternyata mendorong pihak-
pihak tertentu untuk mensegerakan pembangunan jalan tol. Tenaga kerja
terserap banyak dengan terbukanya lapangan kerja menjadi kuli bangunan.
Kesempatan kerja korban PHK jelas terbuka lebar. Maka kegentingan sosial
akibat PHK dan tempaan ekonomi yang ganas dengan sendirinya akan
teratasi dengan pembangunan jalan tol. Demikianlah obrolan ringan yang
dapat didengarkan oleh sebagian besar penikmat "kopi giras® warung-
warung pinggir jalan. Mereka pasti dengan senang jiwa berharap untuk
menanti kapan pembangunan jalan tol traris Jawa itu diwujudlkan? Mereka
seolah tidak sabar untuk menyingsing lei'gan baju untuk: siup menjadi
kuli dah tenaga pemecah batu atau penuang semen cor di geladeak-geladak
pembangunan jalan tol. Praktis proyek trans Jawa sangat penting untuk
tumbuhnya optimisme ekonomi. Namun benarkah ini adanya?

Hukum Lingkungan Diantara Para Pemalas

Ya... ya... soal ekonomi memang menjanjikan dan pastinya sangat
menggiurkan banyak pihak. Tapi cukupkah dengan kemajuan dan gairah
ekonomi semata? Pasti problem ikutannya adalah juga menyentuh aspek
sosial-budaya. Secara sosiologis dipastikan bahwa mobilitas transportasi akan
melahirkan jejaring sosial yang juga akan rentan terhadap penyimpangan
sosial. Tingkat pengembangan budaya harus disiapkan secara maton. Budaya
yang tradisional dengan kendaraan kerakyatan akan bergeser ke wilayah
mesin yang menyentuh ruang-ruang paling privasi. Persaingan kepemilikan
kendaraan bermotor akan menggelegak dan ini akan menimbulkan gesekan
pada orang yang tidak bisa punya kesempatan untuk memiliki mobil. Sisi
kanan kiri yang dekat ataupun jauh dari lahan pembebasan pastilah akan
melongo untuk melihat tetangganya yang kaya mendadak akibat pembebasan
lahan. Ini membawa rasa iri spontan yang tidak dipersiapkan secara matang
dan melalui pergulatan yang lempang. Dalam konstalasi demikian pastilah
juru dakwah akan banyak lakunya. Para psikolog juga harus disiapkan
untuk mengobati sakit berjamaah orang-orang “sakit hati" akibat "iri
hati". Ini tentu tidak akan terjadi dalam dentuman waktu yang lama dar
tidak instan. Pembebasan lahan dengan gelembung ekonomi yang cepat
akan mudah meledak menjadi bencana sosial yang mengakibatkan pera
ustadz, kiai, ulama, pendeta, pastur, dan guru-guru ngaji kewalahan untuk
menyembuihkan penyakit sosial yang sontak dan serentak. Adakah ini sudah
dipertimbangkan dengan menjadikan para tetangga pemilik lahan yang
dibebaskan cukup dijadikan kuli bangunan trans Jawa? Kalaulah ini yang
diagendakan maka betapa riuhnya kedengkian itu ditanam dengan suburnya
yang justru difasilitasi negara. Untuk itulah pola pembebasan lahan dan
kepemilikan tanah yang ada harus dilakukan dengan santun dalam kerangka
sosial yang tepat. Apabila negara salah dalam melakukan pembebsan lahan
dengan kemakmuran yang serentak di wilayah sekitar trans-Jawa, maka
jangan berharap kekerasan sosial ekonomi tidak akan muncul di kawasan
trans Jawa. Saatnya persiapan mental baja. :

Ok. Selepas masalah dari dentuman sosial bisa diredam dengan
pendekatan-pendekatan keagamaan dan kejiwaan secara simultan dan sangat
spesifik. Maka kini yang perlu dihitung dalam kalkulasi lanjutan adalah
dimensi ekologi. Apakah pembangunan trans Jawa tidak mengakibatkan
goncangan-goncangan ekologi? Apakah pembangunan tersebut tidak
merusak tatanan konservasi? Apakah lahan-lahan yang dibebaskan memang
kawasan yang tidak produktif? Apakah trans-Jawa tidak mengakibatkan
bencana lingkungan yang perlu diperhitungkan dengan matang? Kenapa
aspek lingkungan perlu diketengahkan secara overal? Karena kita semua
menyadari bahwa pembangunan dikatakan berkelanjutan justru disebabkan
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pembangunan itu mampu menjalin secara harmonis dimensi ekonomi,
sosial dan lingkungan. Apabila dimensi ekonomi memang menguntungkan
dan secara sosial memang tidak menimbulkan goncangan, maka apakah
secara ekologis memang dapat diterima? Kepentingan lingkungan
memang bukan wicara tunggal untuk menjadi penentu pelaksanaan suatu
pembangunan. Tapi dalam konstruksi modern dalam dunia yang berubah
pesat maka perhitungan dan kalkulasi lingkungan harus dikedepankan.
Lingkungan harus menjadi arus utama kebijakan yang dipedomani oleh
semua stakeholders. Negara dengan segala alat kelengkapannya harus
memperhatikan lingkungan secara matang dan mantap. Tiada aspek
pembangunan dikatakan berkelanjutan yang diniscayakan mengabaikan
lingkungan. Siapapun tidak boleh abai terhadap lingkungan. Anomali sosial,
politik, budaya, ekonomi, dan antropologi serta planologi akan terjadi apabila
aspek lingkungan dibiarkan di pojok bangunan atau diujung jembatan.
Trans Jawa harus memadukan diri dalam kilasan programatik lingkungan
secara sistemik. Tanpa lingkungan yang baik tidak ada pembangunan
yang berlangsung baik. Aspek lingkungan dengan kepentingan konservasi,
bahkan preservasinya musti diagendakan untuk dianalisis. Meski demikian
tidak cukup dengan Amdal ataupun kajian risiko lingkungan. Kalkulasi
planologi dan ekologi harus sinergis dengan cita ekonomi serta sosio-kultural
secara harmonis. Pendulum pembangunan trans Jawa musti berdetak
seirama dengan gelombang maupun simponi sosial yang tepat dengan nada
dasarnya. Kepentingan lingkungan yang mengedepan pasti memuliakan
kemanusiaan. Pembangunan trans Jawa harus dan wajib melihat substansi
jiwa lingkungan Pulau Jawa. Produksi pertanian tidak boleh berkurang
dengan pembangunan trans Jawa. Irigasi tidak boleh rusak dengan
keberadaan trans Jawa. Konservasi lahan tetap berjalan lebih mulia dengan
trans Jawa. Biota air dan flora-fauna semakin lestari fungsinya dengan trans
Jawa. Kehidupan alam tidak terusik dengan trans Jawa. Kualitass udara tidak
terpolusi dengan trans Jawa. Mutu air dan tanah tetap terjamin kesuburannya
dengan trans Jawa. Tata ruang tidak diusik secara fundamental dengan trans
Jawa. Keharmonisan budaya dan kekerabatan tidak kusut dengan trans Jawa.
Jawa semakin molek bersolek atas nama lingkungan dengan munculnya
trans Jawa. Bisakah itu semua dijamin oleh negara? Sanggupkah pemerintah
untuk menjadi penopang harapan mendasar yang tidak berkehendak untuk
menafikan pembangunan? Apakah investor benar-benar akan menjadi
pengayom lingkungan yang dibutuhkan oleh generasi mendatang atas nama
sustainable development? Apabila tiada kesanggupan untuk mempertahankan
dan meningkatkan daya dukung dan daya tampung serta produktivitas
lingkungan secara tepat, buat apalah trans Jawa diwujudkan. Biarlah ia
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menjadi mimpi saja dan kemudian semua pihak bangun pagi dengan
segarnya dengan tetap menyaksikan lahan yang menghijau subur serta
hamparan padi yang menguning sambil menyapa "Selamat Pagi Tuan-tuan
dan Nyonya-nyonya". Betapa nyamannya kita semua yang disambut senyum
kelok sungai yang terus mewarnai bingkai lukisan semesta yang bernama
Pulau Jawa. Atau paling tidak apabila tidak mau terlalu besar mengorbankan
Pulau Jawa di tengah-tengah nafsu birahi trans-Jawa yang menggebu,
bagaimana kalau alur Kereta Api saja yang diikuti dan dikembangkan. Rel
Kereta Api sepanjang tanah Jawa dapat dimobilisir lebih dahsyat lagi untuk
lebih efektif menjadi penjaga kehidupan Jawa. Rel KA mungkin dapat
dibuat susun dengan konstruksi trans Jawa, sehingga ada jalan tol dan rel
secara berjenjang dan tidak berjajar. Bukankah ini juga menjadi solusi untuk
mengatasi modernisasi yang kian nakal kepada anak-anak negeri sendiri?
Membuat rel ganda juga menjadi solusi. Kita masih punya waktu untuk
berpikir dan bertindak lebih arif lagi. Dan kini sedang dikerjakan. Syukurlah.

2. ADA BANJIR, SIAPA MANGKIR?

SALAM DUKA. Itulah kata yang representatif dalam pergantian tahun setiap
tahunnya. Bencana yang terjadi di Jawa Tengah dan Jawa Timur, selanjutnya
disusul di banyak wilayah, sungguh menyentakkan semua anak bangsa.
Bencana seolah meneguhkan dirinya sebagai tradisi yang harus dinikmati
oleh semua komponen Republik ini. Banjir dan tanah longsor senyatanya
telah menorehkan lembaran kelam perjalanan bangsa di awal tahun 2008-
2012. Ratusan nyawa melayang dari Karanganyar sampai Bojonegoro dan
Gresik. Banjir benar-benar menghantarkan jiwa-jiwa itu menemui Sang
Pencipta lebih cepat dari yang diduga sebelumnya.

Secara seloroh dapat dikatakan bahwa bencana ini memang undangan
Undang-undang No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Parade
banjir sepertinya sosok tamu agung yang selama ini kita nantikan
kehadirannya dan hendaknya diperlakukan penuh hormat. Dengan banyak
bencana berarti undang-undang tersebut terlaksana dengan sempurna
(implementable) dan sesuai dengan cita dasarnya. Lahirnya Undang-undang
Penanggulangan Bencana secara paradigmatik menunjukkan anomali
berpikir pembuatnya untuk tidak mengatakan kesesatan jalan hidup dalam
menatap dan mengelola sumber daya alam (environmental management).
Mengapa tidak dibuat dan dinamakan saja Undang-undang Pelestarian Alam
agar Bumi Nusantara ini tetap lestari sepanjang hayatnya. Secara normatif,
berdasarkan Undang-undang Penanggulangan Bencana, maka bencana
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adalah bagian dari kerja pemerintahan. Dengan demikian selama Undang-
undang Penanggulanga‘n Bencana berlaku, selama itu pula bencana akan
selalu datang menghadang bangsa yang masih terus berbenah. Bencana
dilegalisasi sebagai peristiwa hukum yang akan melahirkan kebijakan-
kebijakan publik untuk diterjemahkan dalam program dan kegiatan satuan
kerja (satker) pemerintahan. Adakah ini sebagai keniscayaan?

Apakah memang demikian adanya? Dalam konteks kelembagaan dapat
ditekankan bahwa lahirnya banjir bandang yang menggelontor Jawa Timur
dan segmen geografis Indonesia lainnya merupakan produk dari kemandegan
fungsi pemerintahan dan sosial yang tidak pro lingkungan. Banjir yang
datang secara hakiki bukan karena tingginya curah hujan sebab perspektif
religius acapkali mendeskripsikan bahwa hujan adalah nikmat, bukan laknat.
Hujan adalah berkah, bukan prahara. Kenapa hujan di Jawa Timur, Jawa
Tengah dan NTT serta banyak wilayah lainnya NKRI berubah wajah menjadi
laknat dan prahara? Pasti ada yang salah dalam menggulowentah (membina)
ranah Ibu Pertiwi. Yang terjadi adalah bahwa hujan yang tinggi selama ini
tidak mempunyai lagi tempat berteduh, karena hutarnya gundul. Hutan
yang dibabat habis (deforestasi) tidak mampu menyimpan air hujan sebagai
mata air yang kelak menjadi "stok air" di musim kemarau. Akhirnya air hujan
berlari kencang meluncur menuju kawasan perkotaan dengan membawa
serta tanah-tanah dari hutan dan pegunungan. Apa yang kemudian tercipta
adalah erosi dan rusaknya kawasan konservasi.

Tanah-tanah pegunungan dan hutan tersebut terus Dberjalan
maraton bersama air hujan yang kemudian sampai jua ke Bengawan Solo
dengan akibat terburuk berupa sedimentasi. Bengawan Solo mengalami
pendangkalan pas pada musim penghujan tiba (dan kondisi semakin
buruk dengan apa yang terjadi di Bendunzan Gajah Mungiur: ini baru
Gajah Mungkur belum "Gajah Mengkir"). Logika selanjutnya adalah air
hujan meluap dan Bengawan Solo menggeliat memuntahkan airnya. Ngawi
dan Bojonegoro pada kisahnya tenggelam. Dengan konstalasi seperti itu,
masihkah para pejabat publik menyalahkan hujan? Masihkan Bengawan Solo
menjadi kambing hitam? Bukankah Bengawan Solo sendiri adalah korban
karena ia mengalami kesakitan akibat "perutnya kembung" kebanyakan
menampung air hujan yang dibiarkan oleh hutan-hutan untuk "gerak jalan"
ke kota-kota merayakan tahun baru bersama masyarakat.

Amboi. Terhadap peristiwa banjir ini ada pula birokrat lembaga
pemerintah menyatakan bahwa peristiwa ini akibat siklus banjir 25 tahunan.
Banjir yang menenggelamkan lahan kehidupan kita konon diprediksi terjadi
secara periodik 5 tahunan, 10 tahunan, 15 tahunan, 20 tahunan, 25 tahunan
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sampai 50 dar 60 tahunan. Kalaulah setiap banjir itu sudah diketahui
siklusnya, maka sudah seyogianya apabila lembaga pemerintahan mengerti
betul bahwa tahun ini akan terjadi banjir siklus tahunan tersebut. Namun

_kenapa barjir itu tidak dicegah? Jangan-jangan banjir adalah bagian dari

kinerja pemerintahan untuk tidak mengatakan proyek dinas-dinas dan
departemen-departemen pemerintahan.

Andai kita bertanya lebih jauh. Mengapa banjir datang menerjang dan
siapa yang seharusnya bertanggung jawab? Adalah aneh apabila terhadap
kasus banjir yang merugikan harta benda rakyat dan bahkan nyawa
melayang, tetapi tidak ada pihak pemerintahan yang mau bertanggung jawab
secara hukum. Bukankah Indonesia adalah negera hukum sebagaimana
dititahkan oleh UUD 1945? Apabila banjir itu disebabkan oleh hutan
gundul (bukan setan gundul), bukankah terhadap rimba hutan sudah ada
Departemen Kehutanan, Dinas Kehutanan, Polisi Kehutanan (Jogowono),
Perum Perhutani, dan juga PTPN. Mengenai penyediaan air telah ada Perum
Jasa Tirta dan Dinas Pengairan. Mengenai infrastruktur perairan sudah ada
Departemen Pekerjaan Umum dan Dinas PU. Soal pengendalian pencemaran
air sudah ada Badan/Dinas/Kantor Lingkungan Hidup.

Pada level Provinsi dan Kabupaten/Kota terdapat urusan wajib
pemerintahan yang berupa pengendalian lingkungan hidup berdasarkan UU
Pemda. Hal ini menunjukkan bahwa Gubernur dan Bupati/Walikota adalah
lembaga pemerintahan yang mempunyai otoritas untuk menyelenggarakan
urusan pengendalian lingkungan hidup. Dengan peristiwa banjir berikut
segala implikasinya tersebut, apakah mereka semua mau bertanggung
jawab dan diproses secara hukum untuk mempertanggungjawabkan atas
kegagalannya dalam menjalankan amanat UU Pemda? Sampai saat ini masih
terkesan bahwa lembaga-lembaga pemerintahan tersebut mangkir, padahal
lembaga tersebut mempunyai tugas dan wewenang serta anggaran. Lantas
apa pekerjaan mereka selama ini? Maka meminta pertanggungjawaban
hukum pejabat publik atas terjadinya bencana perlu dipikirkan dan
digulirkan dalam perjalanan tahun ini. Laporan Pertanggungjawaban
Akhir Tahun (LPJ) atau akhir masa jabatan bagi semua Kepala Daerah
sudah saatnya secara spesifik bernomenklatur LPJ Lingkungan. Ingat, secara
yuridis sehubungan dengan berlakunya Undang-undang Penanggulangan
Bencana maka semua bencana di Republik ini seolah menjadi bersifat legal.
Apa yang legal jelas membutuhkan pertanggungjawaban legal dan bukan
bermaksud untuk menjegal. Adakah kita punya keberanian ke sana? dan
untuk mengatasi itu ada pesan yuridis agar masyarakat berperan aktif untuk
mengatasinya.
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3. MENGGALI MAKAM BUMI?

HARI INI, 22 April tahun ini dan setiap tahunnya, dunia kaun
environmentalist menghela nafas panjang sambil tersengal-sengal. Bumi
tengah didera sakit kronis yang membahayakan masa depannya. Bahkan
bumi tengah meradang sekaratulmaut menuju areal pemakamannya. Kini
semua pihak musti terpanggil untuk menyelamatkannya. Beragam bencana
yang dinisbatkan oleh sebagian kalangan sebagai bencana alam (act of God)
sepertinya terjadi secara terencana. Bumi menderita sakit tidak kepalang.
Bencana alam yang banyak dilansir dalam kondisi-kondisi realistik bagi saya
merupakan tangis bumi dan kemanusiaan yang dalam konteks kebijakan
(public policy) amat sangat jelas penyebabnya. Bencana yang terjadi pada
ujung ceritanya dan ending-nya memang adalah bermuara pada kesalahan
kebijakan untuk tidak mengatakan kesesatan kebijakan. Paling tidak
bencana yang dirasakan bumi yang beruntun dalam segi ekologis menjadi
titik terang adanya ketidaksungguhan pemegang otoritas publik untuk
mengarusutamakan kepentingan lingkungan dalam agenda kebijakan
negara. Tata ruang dilanggar dalam batas-batas yang menggelisahkan dan
tata uang dijunjung tinggi penuh hormat. Anggaran lingkungan di negeri
ini amat sangat kecil dibanding dengan belanja rutin. Periksalah APBN dan
APBD-APBD yang ada sekarang ini, meski terus membesar.

Pencemaran air, udara, tanah dan kerusakan eksistem bumi secara
kausalitas amatlah mudah menabaknya. Kesalahan tata ruang telah
mengakibatkan bumi terguncang dengan perihnya. Pembuangan limbah cair
yang serampangan tanpa melalui tahapan water treatment merupakan perilaku
tidak beradab yang menggemaskan. Pemalakan hutan dan pengeringan
lahan sumber daya air adalah wujud kebodohan yang harus diperangi.
Tindakan mencemarkan dan merusak lingkungan adalah tindakan liar untuk
mempersiapkan liang kubur pemakaman bumi tercinta. Terhadap kasus-
kasus kebumian tersebut para pejabat publik dengan enteng menganggapnya
sebagai "ritual alam" dengan menyatakan sebagai bencana alam. Akibat
hujan deras dan hutan yang gundul membawa petaka serius yang menelan
korban jiwa dan meluluhlantakkan hamparan bumi Nusantara. Perubahan
kawasan lindung menjadi areal pertanian kebun kopi di Jember Jawa Timur
dan "kebiasaan menjarah" di Sumatera maupun Kalimantan misalnya terlihat
tanpa kendali pemerintah secara memadai. Penambangan pasir yang illegal
hampir merata di seluruh wilayah Indonesia juga menjadi bukti betapa
lemahnya aspek hukum konvensional menuntaskan masalah ini. Penebangan
liar terjadi tiap hari. Tiga juta hektar lebih hutan habis ditebang setiap
tahunnya dengan kerugian triliunan rupiah. Setiap menit hutan kita menjadi
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botak selebar 6 kali lapangan sepak bola. Gunung-gunung telah tandus
seperti padang sahara di musim kemarau dan menjadi cawan raksasa di kala
sesi hujan datang. Bumi Ibu Pertiwi porak-poranda seporak-poranda tatanan
politik negara dan dunia penegakan hukum yang kian marut dari belantara
Jakarta. Sampai kapan peristiwa mengerikan ini terjadi. Tanah longsor, banjir
bandang, hutan diembat, air dikotori, udara dicemari, tanah dirampok,
lahan konservasi direklamasi, haruskah terus hadir mengetuk pintu bumi
kita? Belum lagi "tamu tak diundang" yang datang menghadang di belantika
transportasi kita. Menggerikan bukan?

Jakarta Ibukota kita pernah dinobatkan sebagai kota paling kotor nomor
tiga sedunia setelah Mexico City dan Bangkok. Prestasi pencurian kayu
hutan tetap melejit. Kerusakan hutan semakin membungkus pilu negeri
ini. Apabila dibiarkan, maka bumi Republik ini benar-benar diambang
keruntuhannya dalam takaran ekosistem. Pulau-pulau di Kepulauan Riau
"muncul-tenggelam” di telan gelombang akibat maraknya penambangan
(baca pencurian) pasir yang tanpa kendali. Lumpur Lapindo semakin
menggunung dan meluber dalam kisaran yang semakin "memutilasi” order
sosial. Derita korban lumpur Lapindo sudah tidak terperikan. Mereka yang
sudah tergenang lumpur maut masih harus diterpa sodokan keji dengan
jatah makan nasi bungkus busuk dan berbelatung yang pernah dijejalkan.
Para pengungsi akibat luberan lumpur Lapindo seolah teramputasi nasib
dan masa depannya secara serius. Dan negara seperti bertindak tidak cermat.
Pemerintah seclah tidak bisa berbuat banyak. Dibentuklah Timnas ataupun
BPLS yang dituntut dibubarkan saja sebab kurang becus (tidak profesional)
dalam mengatasi lumpur Lapindo.

Apa yang terjadi di Tanah Papua ataupun di Teluk Buyat dan betapa
mengerikannya pencemaran laut akhir-akhir ini. Langkah KLH menggugat
harus diapresiasi dan patut disayangkan apabila mantan pejabat ataupun
declengkot hukum lingkungan justru berseberangan dengan KLH dalam
spektrum penegakan hukum lingkungan (environmental law enforcement). Apa
pula yang terjadi di areal raksasa penambangan di belantara Kalimantan
maupun daerah lainnya. Semua orang dapat dengan mudah menafsirnya
sesuai dengan kapasitasnya. Prahara lumpur Lapindo dengan korban
yang bersifat massal dan konstalasi jangkauan yang luas tersebut masih
saja banyak pihak sibuk berteori untuk berargumentasi dalam kisaran
menghilangkan jejak (tanggung jawab hukum) Lapindo secara berlahan.
Pada akhirnya terucaplah dari mulut seorang petinggi hukum di Republik
ini bahwa dalam kasus Buyat maupun lumpur panas Lapirdo tidak perlu
dicari tersangkanya. Yang penting adalah bagaimana warga tersantuni dan
kesepakatan tercapai. Sesaat dari waktu ucapan tersebut meluncur dari sisi
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yang lain sesungguhnya hukum lingkungan telah dikubur habis-habis justru.

oleh aparatur penegak hukum lingkungan sendiri (environmental law enforcer).
Mengherankan bukan? Syukurlah, kemudian muncul Emha Ainun Nadjib
yang tampil sebagai "manusia penegak hukum lingkungan” yang membela
hak-hak warga secara tulus dan sah menurut hukum lingkungan Indonesia
dan dunia.

Menghadapi kasus lingkungan yang daya destruktifnya terhadap
kesehatan bumi semacam kasus lumpur Lapindo dan Buyat masih saja
aparat hukum sibuk mencari pasal mana yang secara normatif pas untuk
diterapkan. Setiap kasus lingkungan sebenarnya amat kasuistis penerapan
pasalnya sesuai dengan dimensi korbannya. Kalau berkait dengan hutan
tentu UU Kehutanan, Industri ya UU Perindustrian, Sumber Daya Alam
Hayati menggunakan UU Konservasi, Tata Ruang memakai UU Penataan
Ruang, Air berpaling ke UU Sumber Daya Air, Migas mengimplementasikan
UU Migas, Jalan Tol memakai UU Jalan, dan lain sebagainya. Jadi mengatasi
masalah yang menyakiti Bumi Kita tidak cukup hanya dengan UU
Pengelolaan Lingkungan Hidup. Ada dimensi hukum sektoral yang harus
diperhatikan untuk dapat diterapkan secara kumulatif.

Untuk selanjutnya mari memasuki lorong sejarah hukum di Indoneis
dengan lahirnya UU Terorisme. Dalam kasus lingkungan dapat pula
diterapkan UU Terorisme yang tidak lain adalah Undang-undang No. 15 Tahun
2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. UU Terorisme sejujurnya
dapat diterapkan untuk melakukan proses hukum dalam kejahatan
lingkungan (milieudelicten) yang menderitakan Bumi Pertiwi. Dengan
diundangkannya undang-undang ini maka lahirlah suatu terminologi baru
yang berupa kejahatan terorisme termasuk munculnya istilah saya berupa
teroris lingkungan sebagai elaborasi tekstualnya. Dalam UU Terorisme
tersebut sudah jelas diatur bahwa setiap orang yang dengan sengaja
menggunakan kekerasan atau rencana ancaman kekerasan menimbulican
suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan
korban yang bersifat massal, dengan cara meranipas kemerdekaan atau hilangnyn
nyawa dan harta benda orang lain, atau mengakibatkan kerusakan atau kehancuran
terhadap objek-objek vital yang strategis atau lingkungan hidup atau fasilitas publik
atau fasilitas internasional, dipidana dengan pidana mati atau penjara seumur
hidup atau pidana penjara paling singkat empat tahun dan paling lama dua
puluh tahun.

Masih banyak lagi pasal-pasal sehaluan yang mengatur secara lebih
rinci lagi yang memasukkan tindak pidana lingkungan sebagai parameter
kejahatan terorisme. Mengapa aparatur penegak hukum masih enggan
menerapkan ketentuan UU Terorisme dalam menangani kasus lingkungan
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yang mencabut "nyawa bumi kita"? Atau mereka memang mempunyai
kesepakatan diam-diam untuk "mencabut dan memakamkan Bumi Pertiwi"
secara berlahan? Wallahualam.

4. XEMACETAN PENEGAKAN HUKUM KEHUTANAN -

KERUSAKAN HUTAN di Republik ini sudah dalam tingkat sangat
menglchawatirkan. Dengan penggundulan hutan seluas 2,5 juta ha pertahun
diperkirakan pada tahun 2020 Sumatera dan Kalimantan akan kehilangan
hutannya. Ditergarai pula bahwa pada tahun 2031 Pulau Jawa akan
menjadi "padang pasir". Penjarahan hutan yang berlangsung sedemikian
aksesif sungguh membahayakan keberlanjutan kehidupan di negeri ini,
padahal, kita punya Kementerian Kehutanan (Kemenhut). Dalam konteks
demikian, keberadaan Kemenhut terlihat disfungsional. Kemenhut telah gagal
mengelola dan mengendalikan laju perkembangan hutan. Secara ekstrem:
bagaimana kalau institusi Kemenhut dibubarkan saja dan diganti dengan
Departemen Reboisasi (Dereb). Melalui lembaga Dereb, yang ada nantinya
bukan "penebangan kayu hutan” tapi "tanam dan tanam terus-menerus
kayu hutan”. Paling tidak, Kemenhut harus dimodifikasi dengan meredisain
fungsinya sebagai "departemen penanaman kayu hutan’, dan bukan seperti
sekarang yang terkesan sebagai organ pelagalisir pembabatan hutan (melalui
mekanisme perizinan).

Munculnya gerakan nasional reboisasi hutan dan lahan (GN-RHL)
harus disambut sebagai langkah positif untuk merehabilitasi kerusakan
hutan, meski agak terlambat. Namun, gerakan ini hanya dapat terlaksana
secara efektif apabila dibarengi dengan upaya penegakan hukum kehutanan.
Empat tahun sudah Undang-undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan
(UU Kehutanan) berlaku, tapi kerusakan hutan ternyata terus saja terjadi.
Keberlakuan UU Kehutanan nyaris tidak berarti sama sekali apabila tidak
ada langkah penegakan hukumnya. Kenapa para penebang hutan tidak
tersentuh UU Kehutanan? Atau mengapa UU Kehutanan dibuat sedemikian
tidak berdaya di hadapan para bandit kayu hutan? Adakah karena aparat
penegak hukumnya "main mata” atau "main colek"? Tentu aparat penegak
hukum kehutanan sendiri yang tahu.

Pertanyaan tersebut dikemukakan karena berdasarkan UU Kehutanan
penebangan kayu yang ilegal merupakan tindak pidana. Tampaknya lain
yang "normatif' lain pula yang "empirik". Di bidang kehutanan terlihat
ada "wilayah-wilayah hutan" yang membuat aparat penegak hukum tidak
berkutik. Hutan kita benar-benar dijarah dan "dilahap” tanpa kendali
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pemerintah (Dephut). Polisi Kehutanan seperti limbung menghadapi
"gerombolan pejarah hutan’. Selama penegakan hukum kehutanan masih
lumpuh seperti sekarang ini, langkah dan upaya rehabilitasi hutan tidak
akan berjalan sebagaimana mestinya. Kayu-kayu hutan yang tumbuh dari
aktivitas reboisasi pada akhirnya juga akan dibabat habis oleh maling kayu
hutan. Dan sayangnya, aparat hukum dibuatnya tidak berdaya. Maka telah
tiba saatnya untuk secara sungguh-sungguh melakukan penegakan hukum
kehutanan dengan menyadari bahwa pembabatan hutan dewasa ini sudah
melebihi batas-batas toleransi ekologis masa depan yang berkelanjutan.

5. TRAGEDI LINGKUNGAN DAN KINERJA EKOLOGIA

PEMBAKARAN HUTAN terus saja terjadi. Negara tetangga merasa terusik
dan berang pada "saudara tua" yang tidak tahu diri. Okelah ... Semua tahu
bahwa kordisi lingkungan negeri ini sudah sangat mendukacitakan.
Pencemaran air, udara, tanah dan kerusakan dan pembakaran hutan telah
sampai pada tahap melebihi batas-batas toleransi ekologi bangsa dalam
konteks pembangunan berkelanjutan (sustaincble development). Krisis air
bersih dan bencana kekeringan sudah mengalirkan lelehan air mata. Para
petani maupun pekebun tradisional di seluruh wilayah nusantara seolah
mengerang, menjerit dalam derita yang tak tertahankan. Saksikanlah apa
yang terjadi di pedalaman Pulau Sumatera, Kalimantan dan Jawa. Daerah-
daerah yang semula menjadi lumbung pangan karena hasil pertaniannya
yang melimpah, kini rakyatnya kelimpungan ditambah dengan maslah
"impor beras". Hal ini sebenarnya tidak periu terjadi apabila permerintah
pusat maupun daerah bersungguh-sungguh antuk melakukan pengelolaan
lingkungan secara baik (good environmental governance). Potret derita yang
menimpa lingkungan merupakan indikasi paling nyata tentang kegagalan
kita memakmurkan rakyat di usia kemerdekaan tahun ini.

Kita semua menyaksikan bahwa sampai hari ini tidak ada pernyataan
dan tindakan nyata pihak berwenang untuk menjadikan bencana lingkungan
semisal pembakaran hutan sebagai tragedi nasional meski bukan "bencana
nasional” yang akan menggunakan APBN. Hiruk-pikuk politik telah mampu
menyedot perhatian dan semua energi untuk "proyek demokrasi" pemilihan
kepala daerah langsung. Pernyataan-pernyataan yang ke luar dari pendopo
kabupaten/kota lebih bernuansa politik daripada ekologi. Lingkungan belum
menjadi agenda utama Pemda. Kini telah tiba saatnya untuk melakukan
evaluasi kinerja ekologi para kepala daerah. Mengapa pembakaran hutan
sebagai tragedi lingkungan belum diindahkan? Mengapa pencemaran air,
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udara dan perusakan bentang alam semakin hari semaking menggila?
Langkah apa yang telah ditempuh Pemerintah untuk mengatasi semua itu?

Organ politik Senayan (legislatif) sibuk menaikkan gaji ataupun
memperlebar jenis tunjangan dan Istana Negara (eksekutif) lebih sibuk lagi
memproduksi perangkat "pencitraan diri" dalam jumlah yang terkesan "over
dosis". Sejumlah aturan sejenis RUU di berbagai sektor terus dibuat tanpa
tahu persiapan matang. Akibatnya, aturan-aturan yang ada tidak dapat
dilaksanakan, apalagi ditegakkan. Perangkat hukum dibuat instan seolah
hanya untuk memenuhi target tertentu dalam "mendayagunakan anggaran
negara’.

Simak saja apa yang terjadi dalam ranah hukum lingkungan. Tepat
tanggal 19 September 2005 ini Undang-undang No. 23 Tahun 1997 tentang
Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPLH) genap berusia dua belas tahun
untuk selanjutnya diganti dengan Undang-undang No. 32 Tahun 2009 tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH). Selama perjalanan
rentang waktu tersebut, UUPLH ternyata tidak membawa perubahan
bermakna terhadap situasi kehancuran ekologi Ibu Pertiwi. Bahkan baru dua
tahun berlaku (1999), UUPLH "divonis" revisi dalam suatu Semiloka Nasional
yang diselenggarakan oleh Komisi Kerja Hukum Lingkungan BKPSL-
Indonesia dan Pusat Penelitian Lingkungan Hidup (PPLH) Universitas
Airlangga. Hasil semiloka tersebut telah disampaikan kepada Menteri Negara
Lingkungan Hidup (MENLH) saat itu Dr. Sonny Keraf, Komisi VIII DPR
RI dan Menteri Kehakiman dan HAM. Alhasil, kehendak untuk merevisi
UUPLH telah dikukuhkan dalam Undang-undang No. 25 Tahun 2000 tentang
Program Pembangunan Nasional (Propenas) Tahun 2000-2004. Berdasarkan UU
No. 25 Tahun 2000 inilah Kabinet Gotong Royong waktu itu maupun Kabinet
Indonesia Bersatu I sekarang ini dalam kepemimpinan Presiden Dr H Susilo
Bambang Yudhoyono mempunyai kewajiban hukum untuk segera merevisi
UUPLH.

Sudah dua belas tahun UUPLH berlaku dan telah lima tahun kehendak
merivisi digulirkan secara yuridis. Gerakan merevisi telah dipelopori
Kementerian Lingkungan Hidup. Gaung revisi pun kini berderu kencang
kembali. Apa yang musti dilakukan Tim Perumus Revisi UUPLH? Maka
ingat sajalah bahwa kasus-kasus lingkungan acapkali lolos tanpa penegakan
hukum. Selama itu pula tidak tampak arti penting hukum lingkungan bagi
pelestarian fungsi lingkungan. Kasus Adei Plantation (Riau) dan Kasus
Petrokimia Gresik (Jawa Timur), Kasus Newmont, Kasus Lapindo maupun
pembakaran hutan yang tengah tergelar dewasa ini seperti "pentas seni" saja
dengan penegakan hukum yang setengah hati. Hal ini juga terjadi karena
lemahnya UUPLH. Namun, kelemahan UUPLH secara empiris dapat di atasi
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dengan komitmen para aparatur penegak hukumnya. Adakah mereka punya
"nurani ekologi'? Bagaimanapun juga, atiran hukum itu hanya sekadar
"onggokan normatif" apabila tidak disertai dengan langkah penerapan dan
penegakan dengan aparatur penegak hukum (law enforcer) yang profesional.

Tahun 2006 tampaknya menjadi "ajang gaul’ demokrasi lokal dengan
pilkadanya. Pilkada ternyata lebih menarik perhatian para "calo politik”
daripada mengusung kinetja yuridis-ekologis sebagaimana digariskan UU No.
25 Tahun 2000. Terhadap kondisi ini tentu jajaran Kabinet harus bekerja keras
untuk merealisir kewajiban hukum merevisi UUPLFL Kalau tidak segera
menyelesaikan, kapan lagi? Saya berharap sebelum RUU Pengelolaan Sampah
maupun RUU Pengelolaan Sumber Daya Alam dibahas komprehensif
sebaiknya Naskah Revisi RUU pengganti UUPLH perlu dikampanyekan
terus ager sinergis. Sebelum akhir tahun 2006, revisi UUPLH seyogianya
telah rampung digarap. Sebab kalau tidak, hal ini dapat menjadi "titik picu”
yang dapat disambar "lawan politik" Presiden SBY tentang kelemahan
program ekologi Kabinetnya secara yuridis. Dan kita semua tidak ingin
jalannya negara ini penuh "gonjang ganjing politik" bukan? Akhirnya tanggal
3 Oktober 2009 UUPPLH disahkan menggantikan UUPLH. Kini tinggal
melaksanakan dan menegakkannya.

6. SEMESTA SELIMUT KEABADIAN KiTA

Kreasi agung-Nya mencipta semesta
Tapi adab rendahmu merebahkannya
Lakumu menistakannya

Budayamu meremelikan keasliannya

Dengan kesuciannya dibentangkan alam raya
Dan kau menajisinya

Melumurinya

Memuntahinya

Meliurinya

Dengan lelehan hina keangkuharmu

Dan kau tak pernah berjemu

Dikau telah nafikan persemaian jagad raya
Menyayat alas kuasanya

Mencerabut sumbu buminya
Menusuk-nusuk atmosfernya

Dan mengelamkan nasib semestanya !
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Oh. . . oh. .. adakah di antara kita
Yang tidak mengacuhkan
Keluhuran tradisi semesta?

Adakah di antara kita
Yang mendukakan lingkungan
Dan mendera landmark-nya?

Adakah di antara kita
Yang mencabik-cabik
Langit-langit dan kulit-kulit semesta?

Adakah di antara kita
Yang menghinakan masa depan lingkungan
Dan merampas hak-hak kelestariannya?

Sementara kita

Ada dalam selimut keabadiannya
Berotasi di arasy kemuliannya
Tengkurap dalam berandanya
Berayun dalam gelombangnya

¢

Bercengkerama dalam bingkai kamar-kamar kehidupannya

Dan berpetualang dalam lorong hikayahnya?

Adakah di antara kita

Yang tidak mengacuhkan

Kodrat luhur leluhur semesta

Atau hendak mensemayamkannya
Dengan ritus perabuannya

Dan menghiasi ruang-ruang kotanya
Dengan nisan-nisan perbelanjaan?

Sementara kita
Damai dalam dekapannya
Dan lelap di taman kasihnya
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7. SENGKURAT TERMINAL PURABAYA

TAHUN 1989-1992 banyak pihak menikmati keanggunan terminal yang
dibilang terbesar se-Asia. Saat itu dengan bangga disebut dalam nomenklatur
(penamaan) yang terus beragam antara Terminal Bungurasih yang sepernafasan
dengan Terminal Purabaya. Terminal tempat bertemunya semua moda dan/atau
kendaraan (transportasi) dari seluruh pelosok Indonesia dapat tergumam
dengan riang sambung-menyambung menjadi satu ... itulah Bungurasih.
Bus dan angkutan kota dengan beragam jenisnya bisa saling menyapa dan
"berpadu hati" di Terminal Bungurasih yang membanggakan siapapun yang
menatap dan melintas masa itu. Luar biasa. Surabaya dapat dengan bangga
membumbungkan imajinasi tanpa pamarih dan pretensi prestisius tentang
kebesaran dan kedigdayaan Terminal Akbar Bungurasih. Warga Kota Surabaya
dan rakyat Jawa Timur seperti ada dalam "dunia fantasi" keterminalan yang
begitu menawan dan "menancap di hati puolik” yang seakan bergelimang
dalam lamunan Purabaya apik tenan. Siapa yang tidak tahu dengan Bungurasih
sebagai Terminal Induk yang mampu menghidupi ribuan bahkan jutaan
orang. Kita semua pasti "puas dan lega berhajat” menyaksikan dinamika yang
bergulir di Bungurasih waktu sejarah lampau itu.

Terminal Bungurasih pada relasi politik-sosiologisnya pada akhirnya
memang berubah nama menjadi Purabaya meski dalam bingkai kultural
tetap saja segerombolan jamaah akan tetap ramah dan akrab dengan nama
Bungurasih. Tatanan kultural yang terwakili dalam seloroh penyebutan
Terminal Bungurasih merupakan refleksi peradaban yang dalam skala
pemikiran Akira lida sang pengarang Paradigm Theory & Policy Making
menunjukkan adanya dinamisasi lokal yang besar yang mencairkan paradigm
gap. Rumpun pemberian tetenger dengan lantunan Terminal Bungurasih
adalah simbul nyata penguatan tradisi setempat. Nama Terminal Bungurasih
menjadi begitu santun dan menghargai keadaban asali bahwa memang
Terminal termaksud berada di jantung wilayah Bungurasih. Inilah titik awal
yang baik dan penuh kearifan. Terminal yang berdiri megah di Bungurasih
dinamakan Terminal Bungurasih. Namun waktu terus menawarkan
"detak jantungnya" dan selera petinggi berubah sesuai dengan "kesopanan”
birokratik dan pada ujung ceritanya berbuah nama Purabaya. Semoga
Purabaya bukan sebagai lambang kisah “jagoan" Terminal paripurnanya
Surabaya.

Dengan kosakata yang secara leksikal-sosial-kultural mengubah
"identitas" dari Bungurasih menjadi Purabaya sesungguhnya secara genetik
sosiologis-antropologis sedang terjadi sesuatu yang berbahaya bagi Surabaya
maupun Sidoarjo. Kasus sekarang yang menyeret dua "big bos” dalam saling
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sengkirut adalah bermula dari ketidaklaziman kesetempatan yang terus
digulirkan dan digelindingkan. Purabaya menjadi terkesan seperti model
prabayar ataupun pascabayar yang mewarnai perilaku bertelepon publik negeri
ini. Penaman Purabaya seolah-olah menegaskan soal bayar-membayar yang
berorientasi kenekatan dengan ujung lakon keuangan. Soal bayar-membayar
adalah soal kemauan yang untuk selanjutnya berubah jadi bagian uang.
Dalam pementasan "sinema Purabaya" yang mengedepan adalah pembagian
setoran. Ampun

Dimensi Kritis Purabaya

Pendirian Purabaya pada lingkup hukum harus dipahami sebagai bentuk
pengamalan Undang-undang No. 5 Tahun 1960 yang mengatur mengenai
Agraria (UUPA) dalam suasana kebatinan Undang-undang No. 5 Tahun 1974
yang menjadi dasar hukum Pemerintahan (di) Daerah. Saat pendirian
Purabaya belum diberlakukan Undang-undang No. 24 Tahun 1992 tentang
Penataan Ruang (UU Penataan Ruang) tetapi masih berpijak pada Staadsvorm
ingsordonnantie, Staatsblad Tahun 1948 No. 163 yang memberi pengaturan di
bidang Pembentukan Kota. Era itu belum berlaku UU Penataan Ruang maupun
Undang-undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, apalagi Undang-
undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (UU Pemda) yang lebih
otonomis daripada sebelum berlakunya UU Pemda.

Banyak perangkat teknis hukum yang menyertai pendirian Terminal
Bungurasih alias Purabaya. Perangkat legalistik yang berlaku saat itu adalah
suatu regulasi yang sentralistis dan penataan wilayah masih sedemikian
mudahnya dengan koordinasi Gubernur sebagai penguasa tunggal di
“jazirahnya' Maka tidaklah mengherankan apabila pembebasan lahan
maupun pembagian "keuntungan' dan "kerugian' antara Sidoarjo dan
Surabaya dapat dilalui dengan gemilang. Tidak ada kenduri uang. Pada kedua
belah pihak sejak munculnya komitmen bersama untuk memberikan layanan
yang terbaik kepada masyarakat adalah kenyataan bahwa Pemda Sidoarjo
dan Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya dapat dengan mudah berbagi

. "keluhan" meski pada akhirnya saling "gelisah".

Waktu terus menyapa pengguna Terminal Bungurasih dan kemolekan
Bungurasih berubah menjadi kekumuhan dan kegumulan masalah yang tidak
pernah terjadi sebelumnya. Terminal Bungurasih berbau menyengat persis
"kita yang tidak mandi sebulan”. Rau pesing, amis dan anyir menyengat di
Bungurasih. Dalam kondisi "najis" seperti ini di tahun 2006 malah muncul
"uji publik" para punggawa pemerintahan. Kedua "kesebelasan” sibuk main
bola dengan tendangan yang terkadang amat sangat liar di luar daya jangkau
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"keajegan” pikiran. Kalaulah demikian apa hendak dikata. Terminal Purabaya
tidak sibuk dibenahi tapi sibuk ditempelengi selayaknya anak nakal tanpa
kendali wajar sepasangan "bapak-bapak" yang "genit belaka".

Dalam kondisi kusam, kunyel dan kumuh itulah seyogianya para petinggi
kedua belah pihak mestinya sibuk mencari solusi untuk berebut tampil
menjadi yang terbaik sebagai pemenang pemberi layanan publik yang prima.
Kedua pemerintahan bergandeng tangan dan bahu membahu untuk menata
ulang Purabaya untuk kembali pada zaman keemasannya diawal tahun 1990-
an. Ya ibaratnya "rokok sudah disulut" (artinya "ya jelas terbakar" kan ha ha
ha) maka Purabaya sekarang sedang mengalami “"pembakaran kebijakan"
dari para penggede yang tidak bijak atau paling tidak kurang bijak atau
sangat sederhana lagi "sedikit bijak". Purabaya vang kucem itu diperebutkan,
bahkan yang satu sampai ngambek talak tiga dan akan membuat Terminal
"Perikehidupan” (dapat dibaca pagesangan dari asal kata gesang alias hidup). Ingat
anak-anak yang lagi “royokan permen” (berebut gula-gula).

Geger dan Gugurlah Purabaya

Dari pemberitaan yang menggelegak di media massa terbuktilah bahwa
"awan gelap' yang menyelimuti Purabaya adalah geger kedaton Surabaya
dan Sidoarjo yang rebutan "lempengan dirham" dari pengguna kendaraan
yang mampir ke terminal. Jadi sebenarnya yang diperjuangkan (tepatnya
digegerkan) masing-masing pihak adalah "peluh rakyat" yang ternyata
menetesnya menjadi "serpihan emas” di mata sang punggawa. Geger
Purabaya tentu saja tidak menguntungkan siapapun kecuali merugikan dan
menderitakan rakyat pengguna. Rakyat ditelantarkan bahkan "dikebiri" hak-
hak layanan publiknya. Situasi ini secara prinsip melanggar Peraturan Daerah
Propinsi Jawa Timur tentang Pelayanan Publik Ji Propinsi Jawa Timur. Perda ini
merupakan kesepakatan dasar pemimpin Jawa Timur untuk menjadi pelayan
sejati rakyat. Eh. .. alah. . . pemegang otoritas publix Surabaya dan Sidoarjo
dalam kasus Bungurasih terpotret doyan keringat rakyat dan bukan sibuk
melayani tapi mendiskusikan Purabaya. Itulah sejarahnya.

Terminal Bungurasih dalam situasi sekarang tidak membutuhkan
"hijrah” atau "dilengserkan" dari singgasananya. Terminal Bungurasih sebagai

"Kandang Komunitas Angkutan" tidak membutuhkan relokasi tapi revitalisasi. -

Semua sarana dan prasarana jaringan moda transportasi yang "bersila’
di Bungurasih harus direvitalisasi. Tata ulang dan perumusan kembali
kebijakan perterminalan di Bungurasih harus dilakukan sesuai jiwa "otonomi
daerah yang berkebangsaan Indonesia’ dan berwawasan lingkungan.
Kawasan Bungurasih harus diredesain menjadi Terminal Transportasi yang
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ramah lingkungan dan mampu dikonstruksi sebagai Ruang Terbuka Hijau
(RTH). Oh. . . betapa futuristiknya Terminal Bungurasih apabila berposisi dan
berfungsi sebagai RTH perkotaan kedua belah pihak. Surabaya akan berjaya
dengan kelapangan dada pemimpinnya dan keteduhan hati rakyatnya
yang selalu melihat tetumbuhan di Bungurasih, dan warga Sidoarjo pun
terlihat sehat karena emisi gas buang kendaraan bermotor yang semliwer di
Bungurasih dapat diserap oleh pepohonan yang rindang di Bungurasih.
Dengan merevitalisasi Bungurasih maka Terminal yang kita impikan adalah
Sustainable Bungurasih (Bungurasih yang berkelanjutan). Bisakah? Kalau tidak
Gugurlah Purabaya dan kini revitalisasi sebagai solusi. Syukurlah, Purabaya
kini harus berbenah.

8. QUO VADIS PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN?

DALAM "Kitab Suci Kenegaraan" Republik Indonesia yang bertitel UUD 1945
dengan terang dituliskan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Pemilihan
istilah negara hukum oelah para konseptor UUD 1945 bukanlah pilihan kata
tanpa pertimbangan dan implikasi sosial politik. Kata negara hukum jelas
menekankan suatu niatan dasar betapa pentingnya hukum dalam koridor
bernegara. Supremasi hukum menjadi poros tunggal tanpa reserve. Semua
relasi kenegaraan tentunya dan memang seharusnya diatur dengan hukum
sebagai bingkai perilaku. Maka tidaklah mustahil apabila kini hukum telah
merambah pada seluruh segmen pengelolaan lingkungan dan lahirlah hukum
lingkungan. Hukum lingkungan ini dikenal luas dan dikembangkan sebagai
konsepsi fundamental bagi pelestarian fungsi lingkungan. Environmental
law atau milieurecht merupakan figur hukum yang relatif baru dalam
rumpun disiplin ilmu hukum yang terus mengalami aktualisasi serius.
Hukum lingkungan hadir seperti sosok raksasa yang terus bergulat untuk
membingkai secara normatif setiap aktivitas pengelolaan lingkungan hidup.
Ok ... hukum lingkungan telah dilahirkan dan diajarkan diberbagai
universitas di Indonesia. Bahkan kursus-kursus, pelatihan-pelatihan dan
lokakarya-lokakarya terus saja dikampanyekan tentang arti gemilang
yang mampu memberi pemahaman terhadap semua formulasi norma
hukum lingkungan. Kemunculan Undang-undang No. 4 Tahun 1982 tentang
Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (UULH) yang dalam
dinamikanya untuk selanjutnya "diamputasi’ oleh Undang-undang No. 23
Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPLH) dan diteruskan
pembaruannya dengan lahirnya Undang-undang No. 32 Tahun 2009 tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) merupakan
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simbol hukum yang memantapkan diri di bidang environmental management.
Persoalan lingkungan menjadi sesuatu yang musti bersentuhan dengan
hukum. Tegasnya tidak ada problematika L:ingkungan yang tidak ada balutan
hukumnya. Hukum lingkungan pun menjadi "kelambu norma” untuk
memberi batasan normatif mengenai keragaman "titik warna" lingkungan
yang wajib dijabarkan. Dan kelahiran UUPPLH (2009) merupakan tonggak
penguatan hukum lingkungan.

Namun apa hendak dikata tatkala suara ramai menyeruak ke permukaan
secara frontal bahwa hukum lingkungan mengalami kemacetan. Ada pula
sindiran bahwa hukum lingkungan Indonesie sepertinya sedang "mati suri".
Hal ini hanya dilihat dari sisi "kejengkelan” semata karena penegakan hukum
lingkungan terkesan jalan di tempat alias macet total seperti jalanan Jakarta
yang terus didera kemacetan akibat padatnya kendaraan bermotor dan
ramainya "demo massal” yang menyesakkan. Sisi gelap penegakan hukum
acapkali disorot dalam rentang waktu yang menggelisahkan. Publik menjadi
tidak tertarik dengan hukum lingkungan akibat lemahnya aspek penegakan
hukum. Environmental law enforcement atawa handhaving van milieurecht sering
tidak bernas, lesu darah dalam kisaran yang amat sangat mengkhawatirkan.

Kenyataan yang berkaitan dengan kernandulan penegakan hukum
lingkungan sejujurnya bukanlah monopoli hukum lingkungan an sich.
Terdapat hasil survei yang menggelisahkan adalah bahwa ternyata publik ada
yang mencapai kisaran 75% tidak percaya dengan aparat penegak hukum.
Lebih tragis lagi adalah terjumpainya temuan penelitian hampir 80% publik
tidak percaya dengan penegakan hukum. Kenapa hal ini terjadi? Penegakan
hukum dan enforcer sendiri sampai tidak dipercaya masyarakat. Fakta ini
pada dasarnya suatu kecelakaan sejarah penegakan hukum pada umumnya
maupun penegakan hukum lingkungan teristimewanya yang perlu segera di
atasi.

Lebih dari itu, terdapat pula data yang menginformasikan bahwa
hampir 70% publik menganggap pihak kepolisian buruk. Persepsi buruk atas
kepolisian tersebut ditemukan pula pada instansi kejaksaan (55%), kehakimar
(62%) yang sama persis dengan buramnya citra dunia kepengacaraan (62%).
Mahkamah Agung dinilai 50% berpenampilan buruk. Tidak ada yang "tidak
buruk rupa" kali ye di Indonesia ini? Muncullah ledekan nakal "mafia agung”.
Semoga ini tidaklah suatu kebenaran, malinkan sekadar sindiran.

Kalaulah realitas (personal realities) tersebut yang kita terima, bagaimana
harapan umum mengenai penegakan hukum lingkungan? Biasa dan selalu
dapat dikatakan bahwa:

Hukum tidak bermartabat
Selama aparaturnya tidak bertabiat
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Aparatur tidak akan bertabiat
Selama tidak ada niat
Kalaulah niat tidaklah ada
Pasti hukum selalu dilaknat
Rakyat acap menghujat
Sampai semua semburat

Kita semua pasti tidak mau hukum tidak bermartabat dan suka dihujat-
hujat. Pilihan tunggalnya pastilah harus ditawarkan bagaimana semua pihak
mau membuat hukum berwibawa meski saat ini masih jauh panggang dari api.
Di jazirah Jawa Timur misalnya sudah dapat dipelajari bahwa dari tahun
2004-2006 ini terdapat 22 kasus yang ditangani dengan serius oleh Polda Jawa
Timur. Apalah hendak dikata bahwa rata-rata kasus tersebut dihukum ringan
karena dasar hukum yang digunakan juga sepele, yakni peraturan daerah.
Perda telah digunakan sebagai dasar hukum utama untuk menjerat para
destroyer lingkungan. _

Aneh lagi adalah kasus illegal logging yang terjadi di wilayah Trenggalek
yang barusan dilanda banjir bandang, aparat hukum dalam mengadili
ternyata hanya menggunakan dasar hukum KUHP dan bukan Undang-
undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Kenapa aparat hukum "setia
sehidup semati dengan KUHP"? Entahlah ... Dalam kasus tadi berarti
UU Kehutanan hanyalah kertas lusuh seperti gombal yang tidak bermakna.
KUHP kenapa dijadikan "kitab keselamatan" sedemikian rupa oleh pihak
aparat penegak hukum dalam kebanyakan kasus lingkungan. Mestinya
dalam setiap melakukan pemperadilankan "tragedi lingkungan" harus
menggunakan payung hukum UUPLH sebagai umbrella act dan dirujukkan
peraturan perundang-undangan sektoral. Apabila kasusnya masuk pada
wilayah kehutanan, tentu saja yang dipergunakan "menjamas” haruslah
UU Kehutanan, kalu melibatkan industri (sektor perindustrian), ya logikanya
menggunakan Undang-undang No. 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian, dan lain
sebagainya. Masalah pijakan hukum ini signifikan untuk meluruskan apa
yang bengkok. Saya masih percaya bahwa kebengkokan hukum lingkungan
masih dapat diluruskan dalam kerangka besar penegakan hukum dan
penegakan hukum lingkungan yang berenergi. Kapan di mulai? Kalau tidak
sekarang, mau ke mana penegakan hukum lingkungan dihadaparahkan? UUPPLH
harus digunakan sebagai dasar hukum yang kuat untuk mengatasi kasus
lingkungan di Indonesia. Selamat menegakkan.
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9. RAKORNAS ITU UNTUK APA?

DI YOGYAKARTA pada tanggal 20-22 September 2006 lalu dengan gagah
diselenggarakan Rapat Koordinasi Nasional Pengelolaan Kualitas Udara yang
disingkat Rakornas PKU, jadi PKU bukan Partai Kebangkitan Umat.
Rakornas ini kelihatan sedikit ragu sehingga nama kegiatan yang semula
dijadwalkan Rakornas ternyata cukup Rakor saja. Rapat Koordinasi tersebut
tentu saja tidak menghilangkan kesan serius betapa para peserta diajak untuk
berpikir sungguh-sungguh dalam menjalankan tugas mulia menjaga kualitas
udara sambil mengkampanyekan Biru Langitku. Mutu udara di Indonesia apa
memang buruk? Paparan para narasumber yang dipercaya untuk raenjadi
rujukan dalam perumusan kebijakan yang direkomendasikan Rakornas
PKU sepakat bahwa memang mutu udara Republik ini sudah tidak bermutu
lagi. Mutu udara kita jelek dan jeblok sebagai kenyataan yang dapat menjadi
indikator sederhana tentang rendahnya kinerja pemerintah dalam mengelola
mutu udara.

Namun Rakornas ini benar-benar telah membawa pesan santun yang
membutuhkan perhatian banyak pihak bahwa ada sesuatu yang harus
segera diambil prakarsa untuk menyelamatkan udara bersih. Rakornas
yang dihelat menjelang Ramadhan seolah-olah memberikan kesan spiritual
tentang tugas menjamin dan menjaga udara bersih merupakan misi "misioner
udara" yang bernilai tinggi. Udara sebagai zat yang dibutuhkan semua
orang tentu saja harus dilestarikan mutu dirinya secara maksimal. Barang
siapa yang mengambil peran demikian secara Illahiyah acapkali sedang
melakukan pengembaraan mengemban amanat umat yang penuh berkah.
Tuhan dipastikan memberikan perlindungan bagi siapa saja yang telah
mencurahkan pemikiran untuk mengawal karunia-Nya. Udara sebagai kreasi
agung Tuhan menjadi areal yang maha luas untuk disentuh secara berjamaah
dalam kerangka besar semesta. Tuhan akan memberikan jaminan surga
bagi hamba yang dengan tulus merawat ciptaan-Nya. Dan kita semua yang
berkumpul di Jogja saat itu untuk melakukan Rakornas yang "dikorlapi’ KLH
jelas sedang memulai langkah untuk bergabung dalam derap langkah kolektif
bangsa untuk menyuguhkan udara bersih yang sehat dan menyehatkan bagi
kepentingan generasi mendatang.

Kementerian Negara Lingkungan Hidup (KLH) yang menjadi
panitia pelaksanaan Rakornas PKU jelas memberi peringatan tegas petapa
pentingnya semua pihak untuk memulai hidup baru dalam bingkai udara
yang sejuk dan menyegarkan, bukan yang panas dan menggerahkan. Kondisi
udara saat ini amat sangat memprihatinkan di banyak kota dunia termasuk
Jakarta, Bandung, Semarang dan Surabaya. Di luar daerah ini yang lazim
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disebut metropolitan jelas juga sudah amat menakutkan kondisinya dengan
pencemaran udara akibat dari peristiwa pembakaran hutan. Pembakaran
hutan dan lahan-lahan pertanian maupun perkebunan merupakan bukti
nyata betapa malasnya bangsa kita untuk berubah. Tanpa perubahan tidak
ada dinamika kehidupan yang menawarkan kemajuan.

Pelaksanaan Rakornas PKU adalah ajang kreasi yang harus diapresiasi.
Pelajar dan mahasiswa serta masyarakat awam kini sudah sedemikian
berubah pandangannya tentang lingkungan. Kata lingkungan sudah
melekat dihati rakyat. Dan dengan Rakornas PKU semua pihak menjadi
tergiring untuk mengambil peran sebagai "penyambung lidah" Rakornas
yang tahun 2007 diagendakan digelar di Batam Kepulauan Riau. Rakornas
PKU yang diperuntukkan bagi publik demi terpeliharanya mutu udara
bersih merupakan langkah berani untuk mengakui bahwa pencemaran
udara memang sedang dan akan terus terjadi. Belum terlambat kita untuk
berbuat banyak bagi negeri tercinta. Setiap warga negara seyogianya memang
berkepentingan untuk mengabdi dalam jalinan kasih di Republik "yang
berbesar hati" untuk berudara bersih. Rakor demikian setiap tahun diadakan
banyak lembaga tentu buat kebaikan negara.

10. SUSTAINABLE CITY

RAMAINYA pentas politik nasional jangan sampai memalingkan warga dari
"problem endemis" perkotaan metropolitan kita. Surabaya ... oh ... Surabaya.
Tampilanmu tak semakna namamu lagi. Dalam perspektif planologis
Kota Surabaya terbukti tumbuh semakin hari semakin liar, semakin tidak
terkendali, semakin memprihatinkan. Kota ini tambah lama tambah binal
dan menyesakkan dalam tataran ekosistem kota berkelanjutan (sustainable
city). Pelanggaran tata ruang Kota Surabaya berlangsung sedemikian aksesif,
"jujur dan memukau". Dalam takaran ekologis, Surabaya benar-benar pernah
tergelincir menuju Surabahaya. Tata ruang digerus "tata uang’ dengan
mengabaikan basis geografis maupun sosiologis. Lambat tapi pasti, Surabaya
tercerabut dari akar kulturalnya. Surabaya tengah dikepung "dunia lain" yang
"percaya nggak percaya" telah menjadi titik simpul kemenangan kapitalis.
Wajah Kota Surabaya tak seindah warna aslinya, tak semerdu alun iramanya.
Sebagai pemegang otoritas publik, Pemkot tersinyalir disfungsional dalam
mendesain tata ruang kotanya. Atau memang pangreh Pemkot Surabaya
sengaja "mengkerdilkan” Kota Surabaya dalam makna yang substansial. Dan
warga patut bertanya, sesungguhnya masihkah kita ini mempunyai Pemkot?
Pemkot Surabaya seolah hanya bayang-bayang maya yang bias, karena
ternilai gagal mengendalikan laju kotanya.
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Mau bukti bukan? Oke. Kezaliman planologis perkotaan itu dipentaskan
sedemikian lugas di Surabaya. Saksikanlah. Lahan konservasi dan tangkapan
air di Surabaya Timur kini telah "disulap" menjadi kawasan perumahan.:
Pantai Timur Surabaya dengan hutan bakau yang dulu rimbun sebagai
hunian biota air telah "direvitalisasi’ pelan-pelan menjadi areal "gurun
sahara" permukiman. "Mangkok" Kota Surabaya itu diuruk dan banjir pun
menjadi realitas yang tidak terelakkan. Banjir hanyalah akibat saja dari
kesalahan tata ruang yang "menginjak” tatanan ekologis dan "membuldoser”
jaringan sosiologis.

Hutan kota yang secara historis sejak tahun 1293 tertata di jazirah
Surabaya Selatan yang menjalar mulai Wonokromo (wono, hutan, kromo, kawin)
sampai hutan Wiyung (tempat perselingkuhan Sang Adipati tempo dulu) dan
berakhir di bagian Barat (berpusat di Benowo) telah dikebiri menjadi hutan
beton. "Bank air" Kota Surabaya telah dibobol. Maka banjir dan krisis air
bersih adalah sebuah keniscayaan. Di Surabaya Barat bertengger perumahan
yang "menistakaan budaya bangsa". Tumbuh kawasan yang konorn elite
dengan mengusung gaya kehidupan ala Singapura, London, Paris, Italia,
Mediterania. Bahkan ada yang bangga dengan mengusung patung Rafles.
Ini menggelisahkan. Kenapa Pemkot Surabaya membiarkan situasi kritis ini.
Tidakkah warga Kota Surabaya perlu khawatir. Apabila situasi demikian
terus berlangsung, Kota Surabaya dikemudian hari akan asing bagi anak-
cucu warganya sendiri. Kota Pahlawan kok pengagum Raffles. Bung Karno
atau Bung Tomo mana? Kenapa tidak ditumbuhkan perumahan model klasik
mengenang zaman keadiluhungan Ujung Galuh dengan keindahan arsitektur
Mentaraman? Pengembang tentu saja tidak serta merta bersalah. Penguasa
Surabaya yang mengizinkan itulah yang "berdosa". Ini sebuah "anarkhisme
kultural” yang cukup mendukacitakan.

Reklamasi "diam-diam" juga menggeliat di Surabaya Utara yang
berpotensi "mempadangpasirkan” Kota Surabaya. Lahan yang terbentang
di wilayah Asemrowo ataupun Tambakoso capat disaksikan sebagai fakta
empiris. Di jantung Kota Surabaya pun terjadi penjungkirbalikkan fungsi
kawasan kota. Di pusat Kota Surabaya tergelar tatanan yang menjadi
perlambang keroposnya "bangunan kota" berkelanjutan dengan berdirinya
"altar pertengkulakan”. Factory-outlet (FO) — "kedai pakaian’, restoran dan
"panggung dagang" dibuka dengan hanya merenovasi rumah tempat tinggal.
Perubahan itu menyalahi "kodrat" pusat Kota Surabaya sebagai kawasan
permukiman yang nyaman penuh pesona. Kemacetan lalu lintas menjadi
tidak terelakkan dan semakin menggila dengan konsekuensi jumiah buangan
emisi kendaraan bermotor yang menggumpal. Pencemaran udara terpotret
tambah parah di pusat Kota Surabaya. Kenapa semua itu harus terjadi.
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Ya ... karena ada yang hanya sibuk "menata uang’, bukan menata ruang.
Walikota yang baru terpilih 2010 ini semoga tidak mengkapitalisasi kota atas
nama lingkungan meski telah mencederai Banyu Urip dengan Box Culvert.

Terus Bagaimana?

Siapakah pihak yang harus bertanggung jawab? Hak-hak apa yang dimiliki
warga kota terhadap "kezaliman tata ruang’ dengan segala implikasi
yuridisnya? DPemkot musti bertanggung jawab. Redesain tata ruang
seyogienya segera ditempuh dengan berpaling pada koridor ekologis dan
sosio-kultural yang terbalut "segmen ekonomi”. Tata ruang Kota Surabaya
dari mana dimulai? Dari basis ekologis dan sosio-kultural jawabku.

Relevan dengan bincangan ini adalah bencana banjir misalnya. Publik
Kota Surabaya telah mengetahui bahwa bencana banjir telah menerjang pori-
pori Kota Surabaya. Perikehidupan warga kota terusik karenanya. Korban
banjir secara yuridis dapat melakukan class action untuk menggugat ganti
kerugian maupun tindakan pemulihan "kualitas hidup" terhadap Pemkot
Surabaya. Menggugat Pemkot adalah salah satu alternatif hukum yang
tersedia, meski "melelahkan” dan acapkali "menjengkelkan” serta diledek
sebagai "langkah salah alamat". Takapalah.

Di Surabaya dalam waktu yang lalu juga telah diakui bahwa di Kota
Surabaya telah terjadi penyalahgunaan tata ruang. Terhadap pengakuan ini
apa yang harus dilakukan aparat penegak hukum? Apakah cukup dengan
pengakuan tanpa penegakan? Apakah Pemkot imun atau memiliki kekebalan
hukum dalam kasus banjir ataupun tata ruang? Petinggi Kota Surabaya telah
mengakui dan korban banjir pun telah ada, penyimpangan tata ruang juga
menggejala. Lantas, nunggu apalagi wahai law enforcer? Males kali ye. Atau
memang hingar-bingar Pemilu lebih menarik?

Sehubungan dengan melayangnya jiwa warga akibat banjir yang
"merendam” Kota Surabaya sewaktu lebaran dulu itu misalnya, polisi
selayaknya melakukan penyidikan terhadap kasus ini. Institusi Pemkot
yang bertanggung jawab di bidang pengendalian banjir maupun tata ruang
"selayaknya" memikul tanggung jawab hukum untuk proses "pemejahijauan”.
Dalam kasus penyalahgunaan tata ruang yang mengakibatkan banjir,
memejahijaukan Pemkot Surabaya merupakan tonggak memartabatkan
hukum di Kota Surabaya. Pemidanaan penguasa memang sesuatu yang sulit
dan nyaris mustahil untuk dilakukan berdasarkan Pasal 50-51 KUHP model
kasus Akbar Tandjung yang "nggegirisi” itu. Namun, warga akan menghela
nafas tanya: tidak mampukah hukum merespons suatu kenyataan bahwa
kekeliruan tata ruang yang mengakibatkan banjir telah menelan korban jiwa?
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Relakah aparat hukum menyaksikan warga kota hanya dapat menggelengkan
kepala sebagai pertanda apatismenya pada kapasitas hukum? Kenapa dalam
kasus penyalahgunaan ruang ini belum ada penyidikan terhadap Pemkot
yang telah mengakuinya maupun pengusaha yang disinyalir nakal? Apabila
hukum tidak sanggup menyentuh kasus ini, hukum benar-benar telah
kehilangan jatidirinya. Pedulikah kita? !

Langkah penegakan hukum dalam kasus banjir dan penyalahgunaan
tata ruang membutuhkan "energi inovatif' dari aparatur penegak hukum.
Publik senantiasa menanti "akrobat-futuristik” para penegak hukum dalam
mengusik kekebalan hukum penguasa dan pengusaha. Bukankah kita
sering mendengar "alun kenangan" bahwa di sebuah negara hukum, tidak
ada penguasa ataupun pengusaha yang tidak terjamah hukum. Penguasa
Surabaya semestinya menjadi teladan penegakan hukum tema ini. Pasti bisa.
Surabaya serba bisa kok.

11. KOMPLEKSITAS PENATAAN RUANG

Pergulatan yang mengiringi perkembangan kota tentu saja amat sangat
beragam warna. Tidak ada titik-titik perkotaan yang tidak menyuguhkan
suatu tontotan dan tuntunan yang tidak mengasyikkan. Paling tidak ya ...
menyesakkan. Kota-kota dunia yang konon diramakan kota raya alias
metropolitan sejak lama tergiring dan tergiur untuk menjadi kota-kota
kematian yang disebut nekropolitan. Simak dan sibaklah lembaran-lembaran
perkotaan di Indonesia, di Jawa Timur, wabilkhusus Surabaya. Di Surabaya
sedang dipertontonkan sebuah drama kolosal tentang kematian kotanya. Kota
Surabaya dirasakan sedang sakit keras dalam kondisi yang menjengahkan.
Jengah dan jenuh mewarnai warga Kota Surabaya. Perikehidupan di Surabaya
terjelma seperti mesin-mesin kota yang berjalan sesuai dengan rute yang
ditetapkan tanpa nalar keberlanjutan. Tidak ada daya imajinasi yang penuh
humanisme (kamanungsan) yang mengakurkan sesama Arek-arek Suroboyo.
Kota ini berjalan seperti jalannya "kuda liar". Jalanan bisa membuktikan.
Dalam kurun waktu 30 tahun terakhir ini Surabaya mengalami
proses "ejakulasi’ ataupun "menstruasi’ perkotaan dalam tingkatan yang
menakutkan. Titik-titik simpul Surabaya telah dikangkangi oleh para pemeran
utama kota dalam hitungan yang tidak terperikan rakusnya. Kemenangan
kapitalisme yang mampu mendepak ke luar gelanggang sosialisme.
Terciptalah kota ini dengan telanjang bulat. Apa yang tidak menggunakan
standard harga di Surabaya? Semua sisi kehidupan perkotaan ini telah
dihitung dalam kisaran harga jual yang jelas dan pas meski terkadang dengan
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diskonan. Big Sale menjadi kata yang memukau dan orang digiring berbelanja
dalam kisaran melebihi kebutuhan. Yakinlah bahwa ada orang Surabaya
yang membelanjakan hartanya melebihi kebutuhannya yang tentu saja tidak
dapat mencukupi kerakusannya. Keinginan dan kerakusan sebagian warga
kota Surabaya menandakan dendang tembang tata uang. Inilah yang saya
maksudkan bahwa di Kota Surabaya tidak ada tata ruang, yang ada adalah
tata uang. Uang justru mampu menata ruang dengan benderangnya. Dan
banyalk pihak tersedak karena uang.

Namun konyolnya acalah bahwa pemegang dan pembuat kuasa
perkotaan ini terlihat tergeletak lemas kebanyakan uang dan menggadaikan
ruangnya. Baca saja Perda Tata Ruang Kota Surabaya yang tidak memberikan
perubahan apapun secara maknawi kecuali sebatas sparkling lahiriyah
saja dengan ruhani yang kerdil dan gersang. Surabaya membuat kita penat
dalam pusaran yang menakutkan. Cagar budayanya dicakari. Warisan
leluhur diembat dan diuntal dengan terang benderang tanpa risih sedikit pun.
Pemkot Surabaya seperti kehilangan arah zamannya dan tidak sreg apa yang
seharusnya dikerjakan. Model pembuatan tempat-tempat iklan bando yang
"najis" itu kelihatan dalam penguasaan pihak-pihak tertentu yang tidak dapat
dijamah oleh siapapun. Para politisi turut terlibatkah dalam "menjual" kota
ini? Jawabnya jelas ada yang ikut serta dengan melakukan kezaliman kebijakan
yang tidak berpandangan "kotaku surgaku'. Apakah mereka itu pelaku
"pembusukan’ kota? Wallahualam. Cuma semua telah dibungkus rapi dengan
iklan yang culas tanpa makna cerdas. Iklan di kota ini telah merendahkan
martabat sejarahnya.

12. JAWA DALAM LIPATAN KEZALIMAN PLANOLOGIS

TATA RUANG. Inilah kosa kata yang secara planologis begitu penting
artinya untuk mengkaji Jawa yang sedang dalam kondisi memprihatinkan.
Semua dimensi kewilayahan musti ditata demi pemanfaatan ruang yang
terkendali. Pelajaran mengenai spatial planning layak dikedepankan
sebagai agenda besar bagi pengembangan negeri yang sudah merdeka
selama 63 tahun. Negeri yang merdeka 67 tahun bukankah negeri yang
bebas menyalahgunakan ruang sepanjang 67%. Kita tidak hendak memalak
Republik ini secara besar-besaran sehingga tinggal 33% yang utuh. Pulau
Jawa sebagai pusat pengembangan peradaban (konon) tidak selayaknya kita
binasakan dalam kisaran yang merdeka berbuat zalim. Merdeka tanggal
17 Agustus 1945 bukanlah merdeka untuk menggunakan ruang tanah,
udara dan laut secara bebas tanpa kendali norma. Kita semua seyogianya

Trans Jawa dan Problematika Lingkungan 27



mau belajar dari serpihan sejarah tata ruang negara yang selalu mentolerir
keliaran. Sejarah tata ruang sejak zaman Pra-Sejarah telah ditata dengan
ketidaktatanan kemanusiaan. Pola-pola penataan ruang yang mengikuti
rute alam tanpa rekayasa telah terbukti tidak membawa kebaikan yang
semestinya. Kita semua dengan riang terkungkung dalam ketamakan zamar.
yang mengabaikan keilmuan manusia. Alam bergulir sendiri dengan liarnya
dan akhirnya melahirkan tata ruang yang mendesain kehidupan manusia
apa adanya. Manusia tidak mencoba untuk bertindak merekayasa penataan
ruang sesuai dengan pertanggungjawaban keilmuan yang sepadan (scientific-
mind). Alir sungai dan kelok jalanan Tanah Jawa tampak ruwet seolah
menggambarkan keruwetan batin warganya. Semua sungai dan kanal-kanal
kecil serta jejak jalanan Pulau Jawa tampak berserak dengan keindahannya
sendiri yang sesuai dengan batas peradabannya. Tentu ini bukan sesuatu
yang salah. Tata ruang Pulau Jawa dikelola dengan manajemen alamiah
seakan tanpa sentuhan sekolahan. Ilmu sepertinya sedang digadaikan oleh
kekuasaan yang begitu menggurita.

Maka zaman bergerak cepat dengan kilatan pendidikan. Bangku
sekolahan telah digelar dan dihelat dalam bingkai yang menggembirakan.
Pakar-pakar tata ruang dihasilkan dan ahli hukum tata ruang diciptakan.
Apa yang terjadi kemudian? Baikkah tata ruang pulau Jawa? Semakin
nyamankah tinggal dibelantara tanah Jawa? Adakah Pulau Jawa semakin
aman dan nyaman sebagai tempat tinggal. Terhadap kata aman dan nyaman
semoga pembaca sempat menerawang jauh ke zaman Nabi Ibrahim atau
Sang Sahabat Tuhan alias Abraham, Bapak Tiga Agama. Sewaktu menata
umat dan wilayah kekuasaannya di segmen Tanah yang Diperjanjikan,
Sang Sahabat Tuhan selalu berdoa agar negaranya dijadikan negara yang
aman dan nyaman. Maka wilayah kekuasaannya dibagi dalam lini sesuai
dengan dominasi perikehidupan warganya. Kawasan pertanian untuk para
petani. Sawah dan ladang dalam bahasa sekarang jangan dijadikan sebagai
kawasan tambang dan industri. Menata ruang wilayah sesuai dengan kondisi
nyata yang telah tergelar untuk selanjutnya ditata sesuai dengan kecerdasan
yang terperikan. Wilayah ruang dipilah dalam bingkai ekologis, ekonomi,
sosial-budaya dan kerakyatan. Tanah yang secara konservasi layak menjadi
areal konservasi pasti dikembangkan dan bukannya dibinasakan. Kawasan
konservasi tidak akan dijadikan sebagai wilayah industri. Hutan dihijaukan
dengan dijaga secara ajek tanpa penjarahan.

Untuk itulah menata ruang haruslah berbasis pada kepentingan
lingkungan, ekonomi dan sosial secara seimbang. Dan apa yang sedang
terpentaskan di Tanah Jawa? Sawah ladang telah dijual. Sumber air
diusahakan dengan birokrasi yang mencekam dengan lahirnya izin
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pengusahaan sumber daya air yang diatur dalam Undang-undang Sumber
Daya Air. Penataan ruang tidak dilakukan sesuai dengan basis yang
ada. Undang-undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang belum
disosialisasikan dengan matang. Kita semua musti menyadari bahwa
tata ruang adalah pertaruhan kita. Siapa yang akan menjadi pemenang,
investor ataukah sekadar predator? Kita mau membangun kepemimpinan
yang menjadi wali lingkungan atau mau mencetak maling alias mafia
lingkungan. Siapa yang lebih serius untuk maju ke dalam pentas politik
kepemimpinan ke depan adalah mereka yang menghambakan diri kepada
kepentingan lingkungan. Tata ruang bagian dari tatanan Tuhan. Maka siapa
yang menzalimi ruang adalah sama dengan melawan Tuhan. Tuhan telah
mencipta ruang sesuai dengan peruntukannya. Ada gunung gemunung,
ada pula dataran yang menghampar serta samudra yang bergelombanyg;.
Ada tanah pesisir dan ada tanah bebatuan. Gunung biarlah berdiri tegak
menjadi paku bumi yang menghampar. Janganlah gunung dikepras dan
ditambang atau dijarah isinya seperti yang terjadi di Papua atau di NAD
atau Sulawesi dan Kalimantan. Sungai biarlah mengalirkan air yang tetap
jernih dan jangan dikotori seperti ini hari. Bumi biarlah menghijau dengan
sawah ladangnya dan jangan dicemari limbah raya yang mengalir tanpa
pengolahan. Ini sekadar contoh kecil bagaimana Tuhan mencipta alam dalam
porsi yang pas dan manusia Republik ini membalikkan logika-Nya. Ada
gunung yang dipotong dan ada danau yang menggunung dengan tailing
tambang. Lautan jangan diembat isi tanpa perhitungan. Dan Jawa benar-
benar sedang dirong-rong wibawa alamiahnya dengan segala kerakusan
kekuasannya yang bertengger di atasnya. Hutan Pulau Jawa yang benar-
benar lestari tinggal tersisa 14% saja. Hampir 65% hutan Pulau Jawa rusak
parah dengan penggundulan yang menggila. Ini adalah pertanda bahwa
Jawa sedang dalam bahaya. Bisakah UU Penataan Ruang menyelamatkar
Pulau Jawa? Semua kembali pada kita dan aparatur penegak hukumnya.
Selamatkan Pulau Jawa sekarang juga. Bukankah kita perlu merdeka dari
kezaliman tata ruang yang digeser oleh kemenangan tata uang? Merdeka
berarti menyelamatkan tumpah darah bukan? Saatnya kita bertindak nyata
cambil membaca buku Island of Java karya John Joseph Stockdale (1811) dan
The Conquest of Java tulisan Major William Thorn (1815). Kita tahu Jawa pada
lembar historisnya adalah gumparan awal peradaban Tuhan atas dunia.
Wallahualam.
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"cek kosong" kepada Walikota? Kalau Walikotanya peduli sik tidak banyak
soal, namun, kalau tidak mempunyai "nafas ekologis", tentulah aturan hukum
dalam Peraturan Daerah itu nantinya hanyalah sekadar tumpukan kertas
belaka. Aturan hukum Peraturan Daerah akan menjadi onggokan norma
semata, apabila tidak dilaksanakan dan ditegakkan.

Formulasi Pasal 11 Peraturan Daerah secara praktis juga dapat
melahirkan “benturan kewenangan' antar banyak instansi-internal
Pemerintah Kota Surabaya sendiri. Istilah dalain Pasal 11 ayat (1) "... sesuaj
dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku" tidak menciptakan
kepastian hukum dalam upaya perlindungan tumbrthan dan satwa di Kota
Surabaya. Alhasil, organ intern Pemerintah Kota diprediksi akan lebih asyik
berebut wewenang dan cenderung saling lempar tanggung jawab.

Pembentukan Peraturan Daerah bagaimanapun juga merupakan produk
bersama dan hasil kerja bareng yang harus mewadahi berbagai kepentingan
publik. Ini merupakan langkah hukum untuk menggapai cita Surabaya
yang Hijau Penuh Kicau. Akankah? Semuanya kembali ke Pemerintah Kota
Surabaye dan kesadaran ekologis warga kotanya.

Kini tibalah saatnya Pemerintah Kota Surabaya menetapkan agenda
ekologi perlindungan tumbuhan dan satwa yang mampu mengkonstruksi
metropolitan ini 7jo royo-royo. Dan Peraturan Daerah tersebut merupakan
sarana yuridisnya. Bisakah? Kita ikuti saja dinamika historisnya. Raperda
tersebut kini telah menjadi Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 6 Tahun
2004 tentang Perlindungan, Pengendalian serta Pemanfaatan Tumbuhan dan
Satwa. Saatnya untuk melaksanakan dan menegakkannya.
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